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 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL  

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PHPL  

PADA IUPHHK-HT PT ANUGERAH RIMBA MAKMUR 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya 

Rev. L 01/04/2017 

g. Tim Audit : 1. Ir Imanwan (Ketua Tim Audit merangkap Auditor Prasyarat); 

2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor PHPL bid. Produksi & VLK 

Hutan); 

3. Rudi Hermawan, S.Hut, M.Si (Auditor PHPL bid. Ekologi); dan 

4. Agung Utama Lubis, S.Sos, M.Si (Auditor PHPL bid. Sosial). 

h. Tim Pengambil 

Keputusan 

: 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Anugerah Rimba Makmur 

b. Alamat Kantor  : Jl Sei Deli No. 14 – 16 Kel. Silalas Kec. Medan Barat, Medan 

c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 

d. SK IUPHHK-HT : No. SK.669/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 

e. Luas Areal IUPHHK-HT : 49.230 Hektar 

f. Lokasi : di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara 

g. Email : sertifikasi@anugerahrimbamakmur.co.id  

h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Musa Idishah 

Komisaris : Musa Ichwanshah 

i. Management Representatif :  Faisal Rahman 
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-1 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Samarinda, 

3 Desember 2018 

 

  

 

 

 

  

Dilakukan kepada :

- Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara

diterima oleh Bpk. Halomoan, SH jabatan 
Kepala Seksi Iuran, Peredaran Industri 
Hasil Hutan.

- BPHP Wil. II Medan, diterima oleh

Bpk. M. Zein jabatan Kasie PEPHP

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Perjalanan Kedatangan 4 Desember 2018 Perjalanan dari Medan menuju Sibolga dan 

Base Camp Sei Tagelang (melalui darat) 

 

 

 

 

Pertemuan Pembukaan 

 

 

 

 

Base Camp Sei 

Tagelang  

5 Desember 2018 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 

dan  standar acuan penilaian yang 

digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan 

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Areal IUPHHK-HT 

PT Anugerah 

Rimba Makmur 

6 – 8  

Desember 2018 

 

Melakukan pengumpulan data melalui 

tinjauan dokumen, wawancara dan 

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap 

data, dokumen dan kinerja PHPL pada                

1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa 

kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : 

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 

Hutan.  
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Pertemuan Penutupan Base Camp Sei 

Tagelang  

8 Desember 2018 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan 

audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan 

temuan ketidaksesuaian.  

 

Terhadap temuan ketidaksesuaian 

diterbitkan LKS. 

 

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan 

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Perjalanan Kepulangan 9 Desember 2018 Base Camp Sei Tagelang – Sibolga – Medan 

(melalui darat)  

 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

 

Samarinda, 

10 Desember 2018 

 

  

 

 

 

  

Dilakukan kepada :

- Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Utara

diterima oleh Bpk. Halomoan, SH jabatan 
Kepala Seksi Iuran, Peredaran Industri 
Hasil Hutan.

- BPHP Wil. II Medan, diterima oleh

Bpk. M. Zein jabatan Kasie PEPHP

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Pengambilan Keputusan 

Penilikan Ke-1 

Samarinda, 

26 Desember 2018 

a. PT Anugerah Rimba Makmur dinilai 

LULUS Penilaian Kinerja PHPL sesuai 

Lampiran 1.2 dan 2.1 Peraturan 

Direktur Jenderal PHPL No. P.14/ 

PHPL/SET/4/2016. 

b. Status S-PHPL PT Anugerah Rimba 

Makmur dipertahankan sesuai masa 

berlaku dan ruang lingkup 

sertifikasinya dengan Predikat 

SEDANG (Nilai Akhir Kinerja PHPL = 

72,73 % tanpa verifier bobot Dominan 

bernilai Buruk dan Memenuhi standar 

VLK). 
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4. RESUME HASIL  AUDIT  PENILIKAN KE-1 

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator 1.1. : Kepastian Kawasan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada 

Hutan Alam 

 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 

dan administrasi tata batas 

(PP,  SK IUPHHK-HA, Buku 

TBT, Peta TBT) 

CD (1) Baik 

(3) 

Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui ketersediaan 

dokumen legal lengkap meliputi : 

- Akte pendirian perusahaan 

- Akte perubahan terakhir 

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),  

- Izin gangguan (perpanjangan) 

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.590.965.6-111.000 

- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120012113306 

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Nomor: SK.669/Menhut-

II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian 

IIUPHHK-HTI Dalam Hutan Tanaman Kepada   PT. 

Anugerah Rimba Makmur Atas Areal Hutan Produksi  seluas 

± 49.230 Ha, di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi 

Sumatera Utara 

Sedangkan dokumen administrasi tata batas yang tersedia 

meliputi : 

- Laporan TBT No. LP.98/TBT/VII-2/2017 Tahun 2017, 

dikeluarkan oleh BPKH Wilayah I Medan pada tanggal 23 

Pebruari 2017 

- Pedoman Tata Batas/Pernyataan No. 002/DIR-ARM/01/2013 

tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 

Industri (IUPHHK-HTI) PT. Anugerah Rimba Makmur di 

Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara 

- Intruksi Kerja Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas 

Nomor : 863/VII/BPKH I-2/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang 

Pembentukan dan Penetapan Tim Pelaksanaan 

Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja Hak 

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. 

Anugerah Rimba Makmur di Kabupaten Mandailing Natal 

Provinsi Sumatera Utara 

- Berita Acara Tentang Penetapan Titik Ikatan Pengukuran 

dan Penataan Batas  Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-

HTI) PT. Anugerah Rimba Makmur di Kabupaten Mandailing 

Natal Provinsi Sumatera Utara 

- Berita Acara Tentang Penetapan Titik Awal Pengukuran dan 

Penataan Batas Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) 

PT. Anugerah Rimba Makmur di Kabupaten Mandailing 
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Natal Provinsi Sumatera Utara 

- Berita Acara Tentang Pelaksanaan Pengukuran dan 

Penataan Batas Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) 

PT. Anugerah Rimba Makmur di Kabupaten Mandailing 

Natal Provinsi Sumatera Utara 

- Berita Acara Tentang Penetapan Titik Akhir Pengukuran dan 

Penataan Batas Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) 

PT. Anugerah Rimba Makmur di Kabupaten Mandailing 

Natal Provinsi Sumatera Utara 

- Peta Lampiran Berita Acara TBT Skala 1 : 250.000 

1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

D (2) Baik   

(3) 

Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan TBT No. 

LP.98/TBT/VII-2/2017 Tahun 2017, diketahui realisasi 

penataan batas areal kerja PT. ARM sepanjang 190.894,42 

km dari rencana 190.894,42 km atau realiasasi mencapai 

100% (temu gelang). Secara rinci rencana dan realisasi 

penataan batas areal kerja disajikan pada tabel berikut :  

No Uraian 

Rencana 

(Km) 

Realisasi 

(Km) 

% 

I.  BATAS SENDIRI    

1.  Fungsi HPT 103.343,23 103.343,23 100 

2. 

 Fungsi TN Batang 

Gadis 

15.855,64 15.855,64 100 

3. 

 Fungsi Hutan 

Lindung 

   

 

- HL Batang 

Gadis 

- HL Ranto 

Panjang 

- HL Sininjon 

14.378,84 

11.518,26 

8.520,64 

14.378,84 

11.518,26 

8.520,64 

100 

100 

100 

II. 

BATAS LUAR 

(Persekutuan) 

   

1. Kebun PT. ALAM 7.449,40 7.449,40 100 

2. 

Kebun PT. ANJ 

AGRI SIAIS 

29.828,35 29.828,35 100 

Jumlah 190.894,42 190.894,42 100 

Sumber: Laporan TBT  No.LP.98/TBT/VII-2/2017 Taahun 2017 

Terdapat legimitasi tata batas berupa BA Penetapan titik 

ikatan,  BA Penetapan titik awal, BA Pelaksanaan Pengukuran 

dan penataan batas, dan BA Penetapan titik akhir   

1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB) 

CD (1) Sedang 

(2) 

Berdasarkan Berita Acara Tentang Pelaksanaan Pengukuran 

dan Penataan Batas Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. 

Anugerah Rimba Makmur di Kabupaten Mandailing Natal 

Provinsi Sumatera Utara, terdapat para pihak yang ikut 
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menandatangani Berita Acara yaitu : (Pembimbing teknis dari 

BPKH Wilayah I Medan, Dishut Provinsi Sumut, dan Dishut 

Kab. Mandailing Natal), pendamping dari Kecamatan Muara 

Batang Gadis, pendamping dari Desa Lubuk Kapundung dan 

Ranto Panjang, saksi dari PT. Anugerah Rimba Makmur dan 

PT. ANJ Agri Sianis. BA diketahui oleh : Kepala Dishut 

Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Dishut Provinsi 

Sumatera Utara dan Kepala BPKH Wilayah I Medan.  

Adanya para pihak yang menandatangani BA Pelaksanaan 

Penataan Batas tersebut, maka secara legal formal eksistensi 

areal IUPHHK-HT PT. Anugerah Rimba Makmur diakui oleh 

para pihak, yaitu Pemerintah Pusat (diwakili BPKH wilayah I 

Medan), Pemerintah Provinsi (diwakili Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatera Utara), Pemerintah Kabupaten (diwakili 

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal), 

Pemerintah Kecamatan (wakil Kecamatan Muara Batang 

Gadis), Pemerintah Desa Lubuk Kapundung dan Ranto 

Panjang (wakil Desa), dan saksi perusahaan kebun PT. ANJ 

Agri Siais yang berbatasan sebagai saksi. 

Namun demikian terdapat sebagian masyarakat desa sekitar 

areal kerja masih belum mengakui eksistensi batas areal kerja 

PT. Anugerah Rimba Makmur, dibuktikan dengan masih 

adanya masyarakat yang membuka lahan di dalam areal kerja 

perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara 

perusahaan dengan masyarakat terkait penggunaan kawasan 

hutan.  

Dalam mengatasi konflik tersebut, PT. Anugerah Rimba 

Makmur telah melaksanakan upaya secara terpadu antara lain 

: 

1. Membuat Standar Operating Procedure (SOP) 

Kesos.01/ARM-SOP/2014 tentang Penyelesaian Konflik 

Sosial 

2. Identifikasi penggunaan lahan oleh masyarakat 

Berdasarkan Laporan Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan 

(Pengukuran Parcil) atau Laporan Identifikasi lahan Tahun 

2015 dan 2016 diketahui PT. ARM telah melaksanakan 

kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi penggunaan Kawasan 

Hutan oleh masyarakat seluas 1.208,89 Ha, sedangkan untuk 

tahun 2017 dan 2018 kegiatan identifikasi dan inventarisasi  

tidak dilakukan. 

3. Melaksanakan Program PMDH 

Berdasarkan data Sumbangan/bantuan kepada masyarakat  

tahun 2017  sebesar Rp 1.524.405.528,- dari rencana Rp 

1.760.761.704,- atau realisasinya mencapai 85,58% 

4. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal 

Berdasarkan laporan bulanan tenaga kerja periode Oktober 
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2017 - September 2018 tercatat penyerapan tenaga kerja 

lokal (wilayah Provinsi Sumatera Utara) sebanyak 49 orang 

dari  jumlah 80 orang (61,25%). 

5. Melaksanakan Sosialisasi 

Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi berupa Berita Acara 

Sosialisasi Terpadu Identifikasi Lahan, Visi dan Misi, Kawasan 

Lindung, RKT, Perambahan Hutan dan Perlindungan Hutan 

1.1.4. 

Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 

perubahan fungsi kawasan. 

(Apabila tidak ada perubahan 

fungsi maka verifier ini 

menjadi Not Aplicable) 

CD (1) NA Berdasarkan overlay Peta Areal Kerja (lampiran Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan dan Nomor: SK.669/Menhut-

II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 

Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada   PT. Anugerah 

Rimba Makmur Atas Areal Hutan Produksi  seluas ± 49.230 

Ha, di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara) 

dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara skala 

1 : 250.000 (Lampiran SK. Menhut No. SK 579/Menhut-

II/2014 tanggal 24 Juni 2014), diketahui bahwa di dalam 

areal kerja PT. ARM tidak terdapat perubahan fungsi 

kawasan hutan. Terdapat areal seluas 1.463 Ha yang 

dialokasikan sebagai kawasan lindung (bufferzone Hutan 

lindung). Luas areal kerja berdasarkan fungsi hutan disajikan 

pada tabel berikut :  

Dengan demikian verifier 1.1.4. menjadi Not Applicable (NA) 

No

. 

Luas Areal 

Kerja 

HPT 

(Ha) 

Kawasan 

Lindung 

(Ha) 

Jumlah 

(Ha) 

1 
Peta 

SK.IUPHHK 

49.2

30 
0 49.230 

2 

Peta SK. 

579/Menhut-

II/2014 

47.7

67 
1.463 49.230 

3 
Hasil Overlay 

Peta 

47.7

67 
1.463 49.230 

1.1.5. 

Penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan  

(Apabila tidak ada 

penggunaan kawasan di luar 

sektor Kehutanan maka 

verifier ini menjadi Not 

Aplicable). 

CD (1) Sedang 

(2) 

Berdasarkan verifikasi dokumen terdapat penggunaan 

kawasan diluar sektor kehutanan yang sah yaitu Izin Pinjam 

Pakai Kawasan Hutan untuk Eksplorasi Bahan Galian Emas 

dan Mineral Pengikutnya Pada Kawasan HPT, HP dan HPK 

atas nama PT. Agincourt Resources di Kabupaten Tapanuli 

Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera 

Utara ±19.250,61 Ha sesuai Surat Keputusan Kepala Badan 

Kordinasi Penanaman Modal Nomor : 7/1/IPPKH/PMA/2015 

tanggal 7 April 2015. Izin IPPKH tersebut berlaku 2 (dua) 

tahun sejak izin diterbitkan, dan berakhir pada tanggal 6 April 

2017. Selama 2 (dua) tahun tersebut tidak terdapat aktivitas 

pertambangan di lapangan. 

Selain itu terdapat penggunaan kawasan hutan oleh 

masyarakat untuk dijadikan kebun (karet, sawit, pinang, dan 
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coklat. Berdasarkan Laporan Kegiatan Pengukuran dan 

Pemetaan (Pengukuran Parcil) atau Laporan Identifikasi lahan 

Tahun 2015 dan 2016 diketahui PT. ARM telah melaksanakan 

kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi penggunaan Kawasan 

Hutan oleh masyarakat seluas 1.208,89 Ha. 

Terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan yang 

berupa IPPKH, namun izin tersebut sudah berakhir dan tidak 

diperpanjang lagi. Selain itu terdapat penggunaan kawasan 

hutan oleh masyarakat untuk dijadikan kebun dan telah 

dilakukan identitikasi dan inventarisasi, namun belum 

dilaporkan secara rutin kepada instansi kehutanan (Dishut 

Provinsi Sumatera Utara).  

Kesimpulan Indikator 1.1. 13 /15 x 100% = 86,67% (Baik) 

 

2. Indikator 1.2. : Komitmen Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.2.1.  

Keberadaan Dokumen Visi, 

Misi dan Tujuan Perusahaan 

Yang Sesuai Dengan PHL 

CD (1) Baik   

(3) 

Terdapat dokumen pernyataan Visi, Misi dan Tujuan 

Perusahaan secara legal berdasarkan SK. Direktur Utama 

Nomor : 016/DIR-ARM/VI/2015 tanggal 6 Juli 2015. Adapun 

Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan adalah sebagai berikut. 

VISI : 

“Menjadi Unit Manajemen Pengusahaan Hutan yang mampu 

berproduksi lestari berdasarkan azas Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (PHPL) dengan sikap mempertimbangkan 

Manajemen Perusahaan yang menguntungkan”. 

MISI : 

1. Mengelola hutan secara lestari dan bersertifikasi untuk 

meningkatkan produktivitas,  kualitas, dan niali sumber 

daya hutan 

2. Memanfaatkan hasil hutan kayu untuk meningkatkan 

pendapatan dan keuntungan perusahaan serta 

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan 

membangun reputasi bisnis dan pandangan masyarakat 

terhadap hasil hutan kayu sebagai pengembangan usaha 

yang mapan 

TUJUAN : 

1. Melakukan usaha di bidang kehutanan dengan 

mengoptimalkan sumber daya perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan financial yang berazaskan 

kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  

2. Meningkatkan peranan perusahaan dalam pendapatan 

nasional dan daerah, serta memperkuat sektor kehutanan 

di Kabupaten Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera 

Utara sebagai penghasil bahan baku bagi industry 
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pengolahan kayu primer  

3. Meningkatkan peranan perusahaan dalam meyediakan 

lapangan kerja dan kesempatan kerja daerah/local sebagai 

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

partisipasi pembangunan infrastruktur daerah 

4. Turut mendukung program pemerintah dalam upaya 

menjaga kelestarian lingkungan dan menjadikan hutan 

Indonesia sebagai paru-paru dunia. 

Isi dari Visi Misi PT. ARM sesuai dengan kerangka PHPL 

karena mencakup aspek kelestarian produksi, sosial dan 

lingkungan (ekologi). 

1.2.2.   

Sosialisasi Visi, Misi dan 

Tujuan Perusahaan 

CD (1) Baik  

(3) 

Berdasarkan verifikasi dokumen ditemukan bukti pelaksanaan 

sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dalam 

dokumen Notulen sosialisasi PT. Anugerah Rimba Makmur. 

dilaksanakan di Base Camp Muara Tagelang pada hari Kamis 

tanggal 29 Nopember 2018. Sosialisasi dihadiri oleh 39 

karyawan, dan dipimpin oleh Ilman Syah (Kepala Personalia) 

dan Asmaul Mikdar (Administrasi Pembukuan). 

Sosialiasi visi dan misi perusahaan juga dilakukan kepada 

masyarakat Desa Hutaimbaru, Lubuk Kapundung I dan Lubuk 

Kapundung II dan terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi visi 

dan misi perusahaan berupa Berita Acara, dilengkapi daftar 

hadir peserta, dan foto dokumentasi.  

1.2.3.   

Kesesuaian Visi dan Misi 

Dengan Implementasi PHL 

D (2) Sedang 

(2) 

Implementasi ketaatan perusahaan terhadap peraturan 

perundangan yang berlaku (SK. IUPHHK) : 

1. Penataan batas areal kerja IUPHHK-HT PT. ARM sudah 

TEMU  GELANG namun belum dikukuhkan Menteri LHK; 

2. PT. ARM telah menyusun RKUPHHK-HT Periode 2011-

2020 pada tahun 2011, disahkan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.131/VI-

BUHT/2011 tanggal 6 Oktober 2011 

3. Dalam RKT 2017 dan 2018 dari 3 (tiga) Sistem silvikultur 

yang direncanakan (TPTI, SILIN dan THPB), hanya system 

silvikultur TPTI yang sudah diterapkan. 

4. Realisasi GANISPHPL PT. ARM belum memenuhi standar 

ketentuan yang berlaku (Perdijen PHPL Nomor : 

P.16/PHPL-IPHH/2015), karena masih kekurangan Ganis 

PHPL sebanyak 2 orang, yaitu : 

 Ganis Nenhut : 1 orang 

 Ganis Binhut  : 1 orang 

5. Realisasi pendidikan dan latihan SDM PT. ARM Tahun 

2017/2018 mencapai 60 % dari rencana 

Implementasi Kriteria Produksi : 

1. Realisasi produksi kayu bulat RKT 2017 adalah sebagai 

berikut. 
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RKT 

Rencana Realisasi Persentase 

HA M3 Ha M3 Luas Volume 

2017 

356,30   8.719,10  

236.6

3 5.089,66. 

      

66,41 

       

58,37 

2018 467,92 41.211,61 0 0 0 0 

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada RKT 2017 realisasi 

produksi sebesar 58,37%, sedangkan untuk RKT 2018 belum 

ada realisasi produksi. 

2. Realisasi kegiatan penanaman RKT 2017 untuk TPTI dan 

Rehabilitasi Non Hutan  seluas 3,5 Ha dari rencana 75 Ha 

atau realisasiya mencapai 4,67%. 

3. Realisasi kegiatan penanaman RKT 2017 untuk Sistem 

Silvikultur TPTJ/Silin tidak ada  

4. Realisasi kegiatan penanaman RKT 2017 untuk Sistem 

Silvikultur THPB 2017 tidak ada  

Implementasi Kriteria Sosial : 

1. Tidak terdapat rencana program PMDH, namun demikian 

terdapat realisasi PMDH berupa sumbangan/bantuan 

kepada masyarakat di 4 (empat) Desa yang ada di sekitar 

areal kerja yaitu Desa Rantau Panjang, Lubuk Kapundung 

I, Lubuk Kapundung II, dan Hutaimbaru. 

2. Berdasarkan data Sumbangan/bantuan kepada 

masyarakat  pada tahun 2017/2018 sebesar Rp 

1.524.405.528,- dari rencana Rp 1.760.761.704,- atau 

realisasinya mencapai 85,58% 

Implementasi Kriteria Ekologi : 

1. PT. ARM sebagai pemegang izin usaha telah menyusun 

dokumen RKL dan RPL berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur Sumatera Utara Nomor : 660/3244.K/2009 

tanggal 20 Agustus 2009 tentang Kelayakan Lingkungan 

Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari 

Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) oleh PT. Anugerah Rimba 

Makmur di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten 

Mandailing Natal  Provinsi Sumatera Utara 

2. Realisasi penataan batas kawasan lindung s/d tahun 

2017/2018 berdasarkan observasi lapangan oleh auditor 

ekologi mencapai 75,17%. 

3. Pelaksanaan RKL dan RPL sebagian kecil sudah 

dilaksanakan 

4. Laporan RKL dan RPL Semester I dan Semester II telah 

dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera 

Utara, KPHP Wilayah IX Mandailing Natal, dan BPHP 

Wilayah II Medan    

Kesimpulan Indikator 1.2. 10/12 =83,33% (Baik) 
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3. Indikator 1.3. : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan 

Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.3.1. 

 Keberadaan Tenaga 

Profesional Bidang 

Kehutanan di Lapangan Pada 

Setiap Bidang Kegiatan 

Pengelolaan Hutan Sesuai 

Ketentuan Yang Berlaku 

CD (1) Sedang 

(2) 

Berdasarkan Daftar GANISPHPL PT. Anugerah Rimba 

Makmur yang dibuat di Base Camp Tagelang tanggal 4 

Desember 2018, ketersediaan Ganis PHPL PT. ARM 

berjumlah 8 orang, sedangkan   berdasarkan standar jumlah 

Ganis PHPL sesuai SK Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-

IPHH/2015 adalah sebanyak 9 orang (untuk luasan 25.000 s/d 

50.000 Ha). Kualifikasi dan Ketersediaan GANISPHPL PT. 

ARM disajikan pada tabel berikut : 

No Kualifikasi 

Standar 

Jumlah 

Ganis *) 

Realisas

i 

 

Kurang 

(-) 

/Lebih 

(+) 

% 

1 

Ganis 

Kurpet 

1 1 0 

100,00 

2 

Ganis 

Canhut 

2 2 0 

100,00 

3. 

Ganis 

Nenhut 

2 1 - 1 

50,00 

4. 

Ganis 

Binhut 

2 1 - 1 

50,00 

5. 

Ganis PKB-

R 

2 3 + 1 

150,00 

 Jumlah 9 8        - 2 88,89 

 Ket : *) SK. Perdirjen PHPL P. 16/PHPL-IPHH/2015 untuk luas 

25.000 s/d 50.000 Ha. 

Keberadaan tenaga professional bidang kehutanan di 

lapangan  tersedia pada setap bidang kegiatan pengelolaan 

hutan, namun jumlahnya masih belum sesuai dengan 

perturan yang berlaku. Terdapat kekurangan 2 orang 

GANISPHPL yaitu GANISPHPL-NENHUT dan BINHUT 

masing-masing sebanyak 1 orang.    

1.3.2.  

Peningkatan Kompetensi 

SDM  

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan data rencana dan realisasi Pelatihan Karyawan 

Tahun 2017/2018, PT. ARM telah merencanakan peningkatan 

kompetensi SDM sebanyak 5 orang sedangkan realisasinya 

sebanyak 3 orang, atau realisasinya  sebesar 60%. Nama-

nama 3 (tiga) orang yang telah mengikuti Diklat GANISPHPL 

adalah : 

- Munandar : GANISPHPL-PKB-R (Balai Diklat Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar) 

- Ade Chandara : GANISPHPL-NENHUT (Pusdiklathut 

Bogor) 
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- Ahmad Sofyan Pulungan : GANISPHPL-BINHUT (BPHP 

Wilayah III Pekanbaru)  

1.3.3.  

Ketersediaan Dokumen 

Ketenagakerjaan  

D (2) Baik    

(3) 

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan yang dimiliki PT. ARM adalah sebagai 

berikut : 

 Data karyawan perusahaan bulan Desember 2018 yang 

isinya telah memuat informasi nama karyawan, bagian, 

jabatan, tempat tanggal lahir, umur, tanggal mulai kerja, 

status asal pekerja lokal non lokal.  

 Laporan bulanan Ketenagakerjaan, disampaikan kepada 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Mandailing Natal. 

PT. ARM telah mengimplementasilkan Hubungan Industrial 

sebagai berikut : 

1. Memiliki Perangkat hubungan kerja, berupa : 

 Perjanjian Kerja (PK) dengan setiap karyawan. 

 Peraturan Perusahaan  PT. ARM Periode Tahun 2017 – 

2019 yang telah mendapat pengesahan melalui Surat 

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera 

Utara Nomor : 183-6/DTK/2017 tentang Pengesahan 

Peraturan PT. Anugerah Rimba Makmur 

2. Belum memiliki Perangkat Organisasi Ketenagakerjaan 

(Serikat Pekerja), namun karyawan dibolehkan berserikat 

sesuai Keputusan Direktur Nomor : SK.002/DIR-

ARM/INT/X/207 tanggal 3 Oktober 2017 tentang 

kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan PT. ARM   

3. Bukti Implementasi Peraturan Perusahaan meliputi :  

 Mengikutsertakan sebagian pekerja dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan: jaminan kecelakaan kerja (JKK), 

jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua (JHT) 

 Mengikutsertakan sebagian pekerja dalam program BPJS 

Kesehatan. 

 Aturan waktu kerja dan hak-hak karyawan yang telah 

dituangkan dalam Peraturan Perusahaan 

 Tunjangan sosial 

 Sumbangan Suka Cita 

 Pelayanan Kesehatan (pemeriksaan kesehatan/berobat 

 Kesesuaian penerapan upah minimum karyawan sesuai 

Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Mandailing 

Natal.   

Kesimpulan Indikator 1.3. 12/15 = 80,00% (Sedang) 
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4. Indikator 1.4. : Kapasitas  dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan Periodik, 

Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) 

IUPHHK-HA 

 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.4.1.   

Kelengkapan Unit Kerja 

Perusahaan Dalam Kerangka 

PHPL 

D (2) Baik   

(3) 

Terdapat Surat Keputusan Direktur PT. ARM Nomor 002/DIR-

ARM/KPTS/XI/2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT. 

ARM. Dalam struktur organisasi PT. ARM, level tertinggi adalah 

Direktur, dibawahnya secara fungsional terdapat Satuan 

Pengawas Internal (SPI).  

Secara struktural atau garis komando Direktur membawahi 

langsung  Manager HTI. Manager HTI membawahi 2 (dua) 

Kepala Bidang (Kabid) yaitu : Kabid Pemanfaatan Hutan, Kabid 

Perencanaan dan Pembinaan Hutan, dan 1 (satu)  Asisten Tata 

Usaha. Selanjutnya Kabid Pemanfaatan Hutan membawahi 2 

(dua) Asisten yaitu Asiten Produksi dan Asisten Mekanik, 

Sedangkan Kabid Perencanaan dan Pembinaan Hutan 

membawahi 3 (tiga) Asisten yaitu Asisten Binhut, Asisten 

Perencanaan dan Asisten Kesos dan Keling. Selanjutnya setiap 

Asisten membawahi 4 – 6 Kepala Seksi. 

Berdasarkan telaah Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan 

diperoleh hasil bahwa terdapat seksi yang akan mendukung 

keberhasilan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  (PHPL) yaitu 

seksi Perencanaan Hutan,  Produksi, Tata Usaha Kayu, 

Pembinaan Hutan, Kelola sosial dan Kelola lingkungan. 

Hal tersebut sesuai dengan kerangka PHPL, meliputi 3 (tiga) 

Aspek yaitu : Aspek Produksi,  Aspek Lingkungan dan Aspek 

Sosial. 

1.4.2.  

Keberadaan Perangkat 

Sistem Informasi Manajemen 

dan Tenaga Pelaksana 

CD (1) Baik    

(3) 

PT. ARM telah memiliki perangkat SIM yang terdiri dari 

peralatan, aplikasi, dokumen dan ketersediaan 

operator/tenaga pelaksana sebagai sub-sistem dalam rangka 

terselenggaranya sistem informasi manajemen (SIM) sebagai 

berikut : 

Keberadaan perangkat keras pendukung SIM 

Berdasarkan pemeriksaan daftar aset dan uji petik kondisi 

perangkat diketahui bahwa PT. ARM memiliki perangkat keras 

pendukug SIM sebagai berikut : 

 Alat komunikasi radio HT dan antena di kantor Base Camp 

Tagelang 

 Komputer, laptop, HP Android untuk data prosessing di 

kantor Pusat Medan dan Base Camp Tagelang. 

Keberadaan perangkat lunak internal perusahaan dan 

perangkat lunak ekternal dari KemenLHK : 

Perangkat lunak internal yang diterapkan pemilik izin yaitu 

Aplikasi perpetaan ARCGIS. 

Perangkat lunak eksternal dari Kemen.LHK yang telah 

diterapkan pemilik izin adalah Sistem Informasi Penata 

Usahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dilengkapi surat 

pemberitahuan (user name-log in name-id pasword)  dari 
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Admin pengelola akun aplikasi yang bersangkutan, namun 

untuk Sistem Informasi PNBP-online (SIMPONI) dan E-MONEV 

IUPHHK-HTI (laporan kegiatan PHPL IUPHHK-HT secara 

periodic) melalui aplikasi berbasis WEB dengan alamat 

http://sehati.menlhk.go.id  belum diterapkan.  

Pada tahun 2018 PT. ARM  telah menerapkan SI-PUHH melalui 

aplikasi berbasis WEB dengan alamat 

http://dep.nethut.7777.com.   SI-PUHH Online belum dapat 

mengakomodir Data Kayu Dipakai Sendiri (DKDS) 

sebagaimana diterapkan di IUPHHK-HA. Operator SI-PUHH 

telah berupaya menyampaikan kendala tersebut kepada BPHP 

Wilayah II Medan, namun hingga saat ini belum dapat diatasi.  

Keberadaan tenaga pelaksana/operator/brainware: 

Keberadaan perangkat SIM (SI-PUHH) PT. ARM dilengkapi 

operator/tenaga pelaksana yaitu Ade Chandra berdasarkan SK 

penugasan oleh Direktur.   

1.4.3.  

Keberadaan SPI/Internal 

Auditor dan Efektifitasnya 

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara diketahui 

PT. ARM telah memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) yang 

tergambar dalam struktur organisasi perusahaan yang 

ditetapkan sesuai SK. Direktur PT. ARM Nomor : 002/DIR-

ARM/KPTS/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018, pelaksanaan 

pengawasan berbasis struktural. 

Terdapat organisasi SPI yang berada langsung dibawah 

Direktur  dan dilengkapi SOP Pengawasan Internal Nomor : 

SPI.01/ARM-SOP/2014. 

Terdapat Tim SPI yang dibentuk berdasarkan SK. Direktur  PT. 

ARM Nomor :009/DIR-ARM/KPTS/2017 tentang Penunjukan 

Kepala Bagian Satuan Pengawas Internal (SPI) PT. ARM yaitu 

Bapak Faisal Rahman. 

Dokumen yang dapat ditunjukkan PT. ARM dalam rangka 

penilaian adalah :  

- Laporan Pelaksanaan Audit  Internal  PT. ARM tanggal 14-

24 Agustus 2017 

- Laporan Pelaksanaan Audit  Internal  PT. ARM tanggal 12-

17 Oktober 2017 

- Laporan Pelaksanaan Audit  Internal  PT. ARM tanggal 13-

18 Nopember 2017 

Dalam Laporan SPI tersebut terdapat temuan 

(ketidaksesuaian) yaitu ; belum ada PUP, belum terdapat data 

potensi untuk penentuan JTT, belum dilakukan pemantaun 

dampak dari pemanfaatn SDH terhadap tanah dan air, terdapat 

kekurangan GANISPHPL Nenhut, Binhut dan Kurpet.  

1.4.4.  

Keterlaksanaan Tindak 

Koreksi Manajemen Berbasis 

Hasil Monitoring dan Evaluasi 

CD (1) Sedang 

(2) 

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Audit Internal tahun 2017, 

diketahui terdapat tindak koreksi yang telah dilakukan PT. ARM 

sebagai berikut : Temuan (ketidaksesuaian) tahun 2017, dari 5 

temuan hanya tiga yang sudah dipenuhi. 

Hanya sebagian tindak koreksi manajeman yang dilakukan 

http://sehati.menlhk.go.id/
http://dep.nethut.7777.com/
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dari hsil temuan SPI. 

Kesimpulan Indikator 1.4. 15/18 = 83,33% (Baik) 

 

5. Indikator 1.5. : Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) 

 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

1.5.1. 

Persetujuan   rencana  

penebangan  melalui  

peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan 

proses dan diseminasi isi 

kandungannya 

CD (1) Sedang 

(2) 

Kegiatan RKT akan mempengaruhi kepentingan hak-hak 

masyarakat setempat, maka dalam rangka memperoleh 

persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai telah 

dilakukan sosialisasi RKT. Terdapat bukti sosialisasi RKT 2018 

berupa Berita Acara sebagai berikut  

- Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Kerja 

Tahunan Dengan Masyarakat Desa Hutaimbaru 

No.096/BA/ARM/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 

- Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Kerja 

Tahunan Dengan Masyarakat Desa Lubuk Kapundung I 

No.103/BA/ARM/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 

- Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Kerja 

Tahunan Dengan Masyarakat Desa Lubuk Kapundung II 

No.104/BA/ARM/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 

Terdapat empat Desa yang berada didalam dan di sekitar areal 

kerja PT. ARM yaitu Desa Rantau Panjang, Lubuk Kapundung I, 

Lubuk Kapundung II dan Hutaimbaru, namun sosialisasi RKT 

2018 hanya dilakukan pada 3 (tiga) Desa saja yaitu Desa 

Lubuk Kapundung I, Lubuk Kapndung II dan Hutaimbaru. 

Berita Acara pelaksanaan sosialisasi RKT 2018 ditandatangani 

oleh Manager HTI, dan  dilampiri daftar hadir peserta dan foto 

dokumentasi kegiatan.   

Dengan demikian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi 

kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah 

dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai 

1.5.2.  

Persetujuan Dalam Proses 

Tata Batas 

D (2) Baik    

(3) 

Berdasarkan verifikasi dokumen Berita Acara Tentang 

Pelaksanaan pengukuran dan penataan batas sendiri dan 

persekutuan areal kerja IUPHHK-HTI A.n. PT. ARM dengan PT. 

ANJ AGRI SIAIS (d/h PT. ANDOP PERKASA MAKMUR di 

Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dan 

Berita Acara Tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan 

Batas Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Anugerah 

Rimba Makmur di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi 

Sumatera Utara diketahui terdapat para pihak yang terlibat 

dalam proses tata batas areal PT. ARM yang sudah TEMU 

GELANG (100%). 

Para pihak yang terlibat dalam proses tata batas di areal kerja 

PT. ARM dapat diklasifikasikan yaitu : 

1. Pihak Pemerintah terdiri dari : 
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a. Pemerintahan Pusat Cq. Kepala BPKH Wilayah I Medan 

b. Pemerintahan Daerah (Cq. Dinas Kehutanan Provinsi 

Sumatera Utara); 

c. Pemerintahan Kabupaten (Cq. Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal); 

d. Pemerintahan Kecamatan Muara Batang Gadis 

e. Pemerintahan Desa Rantau Panjang,  Lubuk Kapundung, 

dan Desa Singkuang I 

2. Pihak perusahaan : yaitu PT. Anugerah Rimba Makmur dan 

PT. ANJ AGRI SIAIS   

Dengan demikian disimpulkan bahwa proses tata batas areal 

kerja PT. ARM telah mendapat persetujuan dari para pihak. 

1.5.3.  

Persetujuan Dalam Proses 

dan Pelaksanaan CSR/CD 

D (2) Sedang 

(2) 

Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan PMDH PT. ARM 

melalui beberapa tahapan yaitu : 

 Persetujuan RKUPHHK-HT Periode 2011-2020 yang 

memuat Rencana umum PMDH sebagai bagian dari isi 

dokumen RKUPHHK-HA. 

RKUPHHK-HA telah memperoleh persetujuan sesuai 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.131/VI-

BUHT/2011 tanggal 6 Oktober 2011. 

 Persetujuan RKTUPHHK-HA yang memuat Rencana Kerja 

Tahunan PMDH 

Dokumen RKT 2018  telah disahkan oleh Direktur Utama PT. 

ARM  berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor :522.21/3216 

tanggal 17 September 2018 tentang Persetujuan RKT 2018 

atas nama PT. Anugerah Rimba Makmur 

Program PMDH belum dibuat karena masih dalam proses 

sosialisasi program Kemitraaan Kehutanan, terdapat bukti 

pelaksanaan sosialisasi Kemitraan Kehutanan yang dibuat 

di kantor kecamatan Muara batang Gadis pada tanggal 6 

Desember 2017. Kegiatan PMDH yang dilakukan berupa 

pemberian bantuan/sumbangan.  

Tidak terdapat bukti persetujuan rencana PMDH dari 

masyarakat Desa, namun terdapat bukti persetujuan dari 

Kementerian Kehutanan dan Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatera Utara.  

1.5.4.   

Persetujuan Dalam Proses 

Penetapan Kawasan Lindung  

CD (1) Sedang 

(2) 

Berdasarkan verifikasi dokumen terkait persetujuan dalam 

penetapan kawasan lindung di areal kerja PT. ARM, diketahui 

para pihak yang terlibat dalam proses penetapan kawasan 

lindung yaitu : 

1. Kementerian LHK yang menyetujui alokasi kawasan lindung 

yang terdapat dalam dokumen RKUPHHK; 

2. Gubernur Sumatera Utara yang menyetujui dokumen 

Laporan AMDAL, RKL dan RPL ; 

3. PT. ARM sebagai Pemegang IUPHHK 
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PT. ARM baru merealisasikan penandaan batas kawasan 

lindung pada seluruh areal kerjanya sebesar 75,17% 

4. Masyarakat Desa  

Terdapat dokumen persetujuan penetapan kawasan lindung 

dari masyarakat di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Hutaimbaru, 

Lubuk Kapundung I dan Lubuk Kapndung II dari 4 (empat) 

Desa yang berada di sekitar areal yaitu Desa Ranto Panjang, 

Lubuk Kapundung I, Lubuk Kapundung II, dan Hutaimbaru, 

dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa masing-masing. 

Dengan demikian terdapat persetujuan dalam penetapan 

kawasan lindung dari lebih dari sebagian para pihak yaitu 

Kementerian LHK, Gubernur Sumatera Utara, namun hanya 

memperoleh persetujuan dari masyarakt Desa sekitar areal 

kerja sebesar 75%.  

Kesimpulan Indikator 1.5. 14/18 = 77,78% (Sedang) 

B. KRITERIA PRODUKSI 

1. Indikator  2.1 : Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari  

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.1.1.  

Keberadaan Dokumen 

Rencana Jangka Panjang 

(management plan) yang 

telah Disetujui oleh   Pejabat 

yang Berwenang 

 

D (2) Baik  

(3) 

PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen rencana 

jangka panjang (management plan) berupa RKUPHHK-HTI 

Periode 2011 - 2020 beserta lampiran Peta skala 1 : 50.000. 

RKUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur telah disetujui dan 

disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman 

No.SK.131/VI-BUHT/2011 tanggal 6 Oktober 2011. Sistem 

silvikultur yang diterapkan berupa multi sistem silvikultur yaitu 

TPTI, TPTJ/SILIN dan THPB. 

Tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK. 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 

Lapangan dengan Rencana 

Jangka Panjang 

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan hasil pengecekan terhadap dokumen RKUPHHK-

HT PT Angerah Rimba Makmur periode tahun 2011-2020 dan 

peta lampirannya dibandingkan dengan dokumen RKTUPHHK-

HT periode audit bahwa terdapat ketidaksesuaian pada 

sebagian alokasi letak dan luas antara rencana jangka panjang 

dan jangka pendek, diantaranya : 

- Blok TPTI RKTUPHHK-HT Tahun 2018 realisasinya pada Blok 

III 2013 dan Blok II 2012 (co), menurut RKUPHHK-HT tahun 

2011 – 2020 seharusnya alokasi Blok TPTI RKTUPHHK-HT 

Tahun 2018 berada pada Blok VIII 2018.  

- Blok TPTI RKTUPHHK-HT Tahun 2017 realisasinya pada Blok 

II 2012, menurut RKUPHHK-HT tahun 2011 – 2020 

seharusnya alokasi Blok TPTI RKTUPHHK-HT Tahun 2017 

berada pada Blok VII 2017. 

- Penataan areal kerja Blok THPB dan SILIN belum seluruhnya 
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sesuai RKUPHHK-HTI. 

Diketahui bahwa implementasi penataan areal kerja masih 

dalam lingkup RKUPHHK-HT periode tahun 2011 – 2020, 

namun demikian tidak sesuai dengan tata waktu sesuai 

RKUPHHK-HTI. Hal ini disebabkan adanya RKTUPHHK-HTI 

yang tidak direalisasikan pada tahun sebelumnya sehingga 

menyebabkan adanya carry over. 

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok 

dan Petak /compartemen 

kerja 

CD (1) Sedang 

(2) 

Hasil Uji petik terhadap keberadaan batas blok dan petak 

kompartemen kerja di lapangan : 

a. Penandaan Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2018 di Blok TPTI. 

b. Penandaan Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2017 di Blok TPTI 

(terdapat tanda batas petak yang masih kurang jelas 

misalnya Petak W.14 / W.13 dan Petak T.12 / T13). 

c. Tanda batas petak dan blok dengan pemberian cat warna 

merah (//) untuk batas blok dan cat warna kuning (//) untuk 

batas petak.  

Berdasarkan observasi lapangan dan laporan pemeliharaan 

tata-batas diketahui perusahaan telah berupaya melakukan 

pemeliharaan batas terhadap sebagian blok dan kompartemen 

kerja. 

Kesimpulan Indikator  2.1 12 / 15  =  80,00%  (Sedang) 

 

2. Indikator 2.2 : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada 

Setiap Tipe Ekosistem 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.2.1.  

Terdapat Data Potensi 

Tegakan per Tipe Ekosistem 

yang ada (Berbasis IHMB/ 

Survei potensi, ITSP, Risalah 

Hutan) 

D (2) Sedang 

(2) 

PT Anugerah Rimba Makmur memiliki data potensi tegakan 

berdasarkan pelaksanaan IHMB dan ITSP, diataranya : 

 Berdasarkan data hasil cruising, potensi tegakan blok TPTI 

RKTUPHHK-HT tahun 2018 untuk jenis komersial 

berdiameter 50 cm up sebesar 203,48 m
3
/ha. 

 Berdasarkan data hasil cruising, potensi tegakan blok TPTI 

RKTUPHHK-HT tahun 2017 untuk jenis komersial 

berdiameter 50 cm up sebesar 43,36 m
3
/ha. 

 Terdapat kelengkapan dokumen ditemukan buku LHC 

berupa peta sebaran pohon, jalur cruising dan kontur 

skala 1 : 1.500 

 Tidak tersedia data potensi/ risalah hutan pada sistem 

silvikultur TPTJ/ SILIN dan THPB. 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 

Riap Tegakan 

CD (1) Buruk  

(1) 

PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki dokumen SOP 

Petak Ukur Permanen No. Dok. ARM-LNK-013-PR tanggal 05 

Januari 2018. 

PUP Pada PT Anugerah Rimba Makmur sedang dalam 

proses pembuatan. Dapat diverifikasi lokasi pembuatan Plot 
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PUP pada areal bekas Tebangan Blok TPTI RKT Tahun 2017 

di Petak W.14 seluas 24 Ha. PUP berada pada koordinat N 

01
0
02’32,36’’ E 99

0
08’ 26,79’’. 

Pada PT Anugerah Rimba Makmur belum didapatkan 

informasi riap tegakan Blok TPTI. 

Tidak didapatkan data pengukuran riap tegakan pada blok 

silvikultur THPB dan SILIN. 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan 

Internal/self JTT Berbasis 

Data Potensi dan Kondisi 

Kemampuan Pertumbuhan 

Tegakan 

CD (1) Buruk  

(1) 

Pada PT Anugerah Rimba Makmur belum terdapat 

perhitungan internal /self JTT berbasis data potensi dan 

kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan serta belum 

terdapat penyampaian laporan. 

Kesimpulan Indikator  2.2 6 / 12 =  50,00 %  (Buruk) 

 

3. Indikator  2.3 : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi 

Hutan 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D (2) Sedang 

(2) 

PT ARM menerapkan Multi Sistem Silvikultur yaitu TPTI, 

TPTJ/SILIN dan THPB tercantum di dokumen RKUPHHK-HT 

periode 2011-2020 (BAB III.A). 

 Terdapat SOP menurut tahapan sistem silvikultur TPTI, 

diantaranya SOP :  

 PAK  (PAK Silvikutur TPTI No. SOP ARM-PRC-006-PR 

Rev. 1 tgl. 05 Januari 2018) 

 ITSP (ITSP sistem silvikultur TPTI No. SOP ARM-PRC-

009-PR Rev. 1 tgl. 05 Januari 2018) 

 PWH(Pembukaan Wilayah Hutan No. SOP ARM-PRD-

002-PR Rev. 1 tgl. 05 Januari 2018) 

 Pemanenan (Penebangan pada Tahapan Silvikutur 

TPTI No. SOP ARM-PRD-002-PR Rev. 1 tgl. 03 Januari 

2018) 

 Penanaman & Pemeliharaan Tanaman Pengayaan 

(Penanaman Sistem Silvikuktur TPTI No. SOP ARM-

BINHUT-001-PR Rev. 1 tgl. 01 Januari 2018) 

 Pembebasan Pohon Binaan (Tidak diperlukan karena 

keseluruhan areal PT ARM adalah HPT)  

 Perlindungan dan Pengamanan Hutan, memuat prinsip 

:  

 Pengendalian Hama Penyakit (tidak tersedia) 

 Pengendalian Kebakaran Hutan (No. SOP ARM-

LINK-006-PR Rev. 1 tgl. 01 Agustus 2018). 

 Perlindungan Hutan dari Pencurian Hasil Hutan 

(No. SOP ARM-TU-003-PR Rev. 1 tgl. 01 Agustus 

2018). 
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 Perlindungan Hutan dari Perambahan dan 

Perburuan Liar (No. SOP ARM-TU-006-PR Rev. 1 

tgl. 01 Agustus 2018). 

 Terdapat SOP menurut tahapan sistem silvikultur TPTJ/ 

SILIN, diantaranya SOP :  

 PAK (PAK pada Tahapan Silvikutur TPTJ No. SOP 

ARM-PRC-007-PR Rev. 1 tgl. 05 Januari 2018). 

 Inventarisasi Hutan (ITSP sistem silvikultur TPTI No. 

SOP ARM-PRC-010-PR Rev. 1 tgl. 05 Januari 2018). 

 PWH (ARM-PRD-002-PR Rev. 1 tgl. 05 Januari 2018) 

 Pengadaan Bibit (Pengadaan Bibit dan Persemaian 

No. SOP ARM-BINHUT-006-PR Rev. 1 tgl. 01 Januari 

2018) 

 Tebang Naungan (tidak tersedia) 

 Penyiapan dan Pembuatan Jalur Tanam (tidak 

tersedia) 

 Penanaman dan Pemelihaaraan Tanaman Jalur 

(Penanaman SS. SILIN No. SOP ARM-BINHUT-002-

PR Rev. 1 tgl. 01 Januari 2018) 

 Pembebasan dan Penjarangan (tidak tersedia) 

 Pemanenan (tidak tersedia) 

 Perlindungan dan Pengamanan Hutan  

 Pengendalian Hama Penyakit (tidak tersedia) 

 Pengendalian Kebakaran Hutan (No. SOP ARM-

LINK-006-PR Rev. 1 tgl. 01 Agustus 2018). 

 Perlindungan Hutan dari Pencurian Hasil Hutan 

(No. SOP ARM-TU-003-PR Rev. 1 tgl. 01 Agustus 

2018). 

 Perlindungan Hutan dari Perambahan dan 

Perburuan Liar (No. SOP ARM-TU-006-PR Rev. 1 

tgl. 01 Agustus 2018). 

 Terdapat SOP menurut tahapan sistem silvikultur THPB, 

diantaranya : 

 PAK (PAK Silvikutur THPB No. SOP ARM-PRC-006-PR 

Rev. 1 tgl. 05 Januari 2018) 

 Risalah Hutan (Risalah Hutan Silvikutur THPB No. SOP 

ARM-PRC-011-PR Rev. 1 tgl. 05 Januari 2018) 

 PWH (ARM-PRD-002-PR Rev. 1 tgl. 05 Januari 2018) 

 Pengadaan Bibit (Pengadaan Bibit dan Persemaian 

No. SOP ARM-BINHUT-006-PR Rev. 1 tgl. 01 Januari 

2018) 

 Penyiapan Lahan (Penanaman Sistem Silvikultur THPB 

No. SOP ARM-BINHUT-003-PR Rev. 1 tgl. 01 Januari 

2018) ;  Prinsip penyiapan lahan tanpa bakar untuk 

kegiatan penanaman belum tercantum/ diatur. 

 Penanaman (Penanaman Sistem Silvikultur THPB No. 

SOP ARM-BINHUT-003-PR Rev. 1 tgl. 01 Januari 2018) 

 Pemeliharaan (Penanaman Sistem Silvikultur THPB No. 

SOP ARM-BINHUT-003-PR Rev. 1 tgl. 01 Januari 2018) 

 Pemanenen (Penebangan pada Tahapan Silvikutur 

THPB No. SOP ARM-PRD-010-PR Rev. 1 tgl. 26 April 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 21 dari 48 
 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2018) 

 Perlindungan dan Pengamanan Hutan. 

 Pengendalian Hama Penyakit (Penanaman Sistem 

Silvikultur THPB No. SOP ARM-BINHUT-003-PR 

Rev. 1 tgl. 01 Januari 2018) 

 Pengendalian Kebakaran Hutan (No. SOP ARM-

LINK-006-PR Rev. 1 tgl. 01 Agustus 2018). 

 Perlindungan Hutan dari Pencurian Hasil Hutan 

(No. SOP ARM-TU-003-PR Rev. 1 tgl. 01 Agustus 

2018). 

 Perlindungan Hutan dari Perambahan dan 

Perburuan Liar (No. SOP ARM-TU-006-PR Rev. 1 

tgl. 01 Agustus 2018). 

Catatan : 

 SOP belum mencakup semua prinsip sesuai sesuai dengan 

Perdirjen No. P9/VI-BPHA/2009. 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Ta-hapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D (2) Sedang 

(2) 

Terdapat hasil pengamatan / observasi terhadap 

implementasi tahapan kegiatan sistem silvikultur : 

 Implementasi SOP pada sistem silvikultur THPB :  

Implementasi SOP yang sudah berjalan berupa 

Pengadaan bibit dengan jenis karet untuk rencana 

tanaman pokok dan kehidupan Bibit  dan Perlindungan 

dan Pengamanan Hutan. Implementasi SOP tahapan 

sistem silvikultur TPHP belum dapat berjalan optimal 

karena terkendala adanya Okupasi Lahan oleh 

masyarakat. 

 Implementasi SOP pada sistem silvikultur TPTJ/SILIN : 

    Terdapat Implementasi SOP pada sistem silvikultur 

TPTJ/SILIN adalah Pengadaan Bibit  dan Perlindungan 

dan Pengamanan Hutan. Kegiatan lainya belum dapat 

diimplementasikan. 

 Implementasi SOP pada sistem silvikultur TPTI : 

 PAK : implementasi di lapangan ditemukan penandaan 

batas blok dan petak, dimana tanda pada rintisan 

batas blok berupa cat merah (//) dan batas petak 

berupa cat kuning (//). 

 ITSP : implementasi di lapangan ditemukan tanda jalur 

cruising, penandaan pohon yang ditebang (label 

merah + barcode) dengan diameter >50 cm, pohon 

inti / ditinggal (label kuning) dan pohon diameter kecil 

(10-49 cm) yang ditebang karena terkena PWH (label 

merah + barcode). 

     Secara administrasi ditemukan buku LHC dan peta 

sebaran pohon, jalur dan kontur skala 1 :1.500. 

 PWH : implementasi di lapangan bahwa pengerjaan 

pembuatan jalan / rehab jalan dilakukan bersamaan 

dengan kegiatan penyaradan (Et). Terdapat 

perencanaan micro planing guna menentukan trase 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 22 dari 48 
 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

jalan sarad di lapangan. Terdapat 1 Unit Grader. 

 Pemanenan :  implementasi kegiatan dilapangan pada 

kegiatan pemanenan berupa penebangan dan 

penyaradan. Total volume produksi pada RKTUPHHK-

HTI Tahun 2018 adalah sebanyak  5.089,66m3. 

 Penanaman / Pemeliharaan Tanaman : implementasi di 

lapangan ditemukan kegiatan penanaman berupa 

tanaman pada kiri kanan jalan RKT tahun 2017 dan 

Bekas TPn dan jalan Sarad.  

 Pembebasan Pohon Binaan :  Areal PT ARM 

seluruhnya merupakan Hutan Produksi Terbatas maka 

tahapan sistem silvikultur pembebasan pohon binaan 

tidak dilakukan. 

 Perlindungan dan Pengamanan Hutan :  implementasi 

dilapangan ditemukan berupa kegiatan rutin patroli 

keamanan hutan yang dilakukan rutin dan pembuatan 

larangan membakar hutan dan merambah hutan. 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

D (2) Sedang 

(2) 

Tidak ditemukan Data Potensi Tegakan Sebelum Masak 

Tebang pada sistem silvikultur THPB. 

Tidak ditemukan Data Potensi Tegakan Sebelum Masak 

Tebang pada sistem silvikultur TPTJ/SILIN. 

Uji petik lapangan menggunakan metode nasted samping di 

petak W.14 dan W.14 terhadap Kecukupan Potensi tegakan 

sebelum Masak Tebang pada sistem Silvikulltur TPTI 

diketahui rata-rata potensi areal bekas tebangan untuk tingkat 

pohon 224 batang/ha. 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

CD (1) Sedang 

(2) 

Tidak ditemukan Data Potensi Permudaan pada sistem 

silvikultur THPB. 

Tidak ditemukan Data Potensi Permudaan pada sistem 

silvikultur TPTJ/SILIN. 

Uji petik lapangan menggunakan metode nasted samping di 

petak W.14 dan W.14 terhadap Kecukupan Potensi tegakan 

Permudaan pada sistem Silvikulltur TPTI diketahui rata-rata 

potensi permudaan areal bekas tebangan untuk tingkat 

pancang sebanyak 2.666 batang/ha dan permudaan ringkat 

tiang sebanyak 533 batang/ha. 

Kesimpulan Indikator  2.3 14 / 21  =  66,67%  (Sedang) 

 

4. Indikator  2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Pemanfaatan 

Hutan 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

D (2) Baik  

(3) 

Terdapat SOP Reduced Impact Logging  (RIL) No. SOP 

ARM-PRD-001-PR Rev. 01 tgl. 25 Januari 2018. 

SOP Penunjang / pelengkap RIL diantaranya SOP 
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Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan  

Pembuatan TPn, Jalan Sarad dan Penyaradan pada 

Tahapan Silvikultur TPTI No.  SOP ARM-PRD-001-PR Rev. 01 

tgl. 10 Februari 2018. 

2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

 

D (2) Sedang 

(2) 

Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan 1-2 

tahapan kegaitan pemanenan hasil hutan. 

Implementasi penerapan teknologi ramah lingkungan yang 

telah dilakukan oleh perusahaan yaitu rencana pembalakan 

dengan menggunakan sorfware Arc-gis untuk pembuatan 

rencana Tpn, Rencana jalan sarad dan implementasi 

rencana trase jalan sarad. Dilapangan dapat diverifikasi 

implementasi pembuatan jalan sarad sesuai dengan yang 

direncanakan. 

2.4.3.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

 

CD (1) Sedang 

(2) 

- Belum ada kegiatan pemanenan THPB, sehingga tidak 

didapatkan data FE pada THPB. 

- Belum ada kegiatan pemanenan TPTJ/SILIN, sehingga 

tidak didapatkan data FE pada TPTJ/SILIN. 

- Pada sistem silvkultur TPTI terdapat perhitungan FE 

berdasarkan perbandingan LHP dan LHC.Berdasarkan 

perbandingan LHP dan LHC dari kayu hasil produksi 

RKTUPHHK-HT Tahun 2017 didapatkan nilai Fe rata-rata 

0,75 (>70%). 

Kesimpulan Indikator  2.4. 12 / 15 =  80,00%  (Sedang) 

 

5. Indikator  2.5 : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / 

Pemanfaatan Areal Kerjanya 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen 

Rencana Kerja Jangka 

Pendek (RKT.RTT) yang 

Disusun Berdasarkan 

Rencana Kerja Jangka 

Panjang (RKU/RKPH) dan 

Disahkan Sesuai Peraturan 

yang Berlaku (Dinas Prov, 

self approval) 

CD (1) Baik  

(3) 

Tersedia dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) pada 

periode penilaian yaitu dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2017 

dan 2018 dengan kondisi sebagai berikut :  

- Dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2017 dan lampiran peta 

skala 1:50.000 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/2575 tanggal 15 

September 2017. 

- Dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan lampiran peta 

skala 1:50.000 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatera Utara Nomor: 522.21/3269 tanggal 17 

September 2017. 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek 

dengan Rencana Jangka 

Panjang 

D (2) Baik  

(3) 

Terdapat peta kerja RKTUPHHHK-HT tahun 2017 dan 2018 

yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ 

dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai 

dengan Peta RKUPHHK-HT Periode tahun 2011-2020, 

dengan rincian : 

- Pada legenda maupun peta kerja RKUPHHK-HT berupa 

Blok Tanaman dan Tebangan, Kawasan lindung seperti : 

Leeng E, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, Kawasan 
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Pelestarian Satwa Liar, Kawasan Konservasi In-Situ, Buffer 

zone Hutan Lindung, Koridor Satwa, dan Sempadan 

Sungai. Terdapat areal tidak untuk Produksi yaitu PUP dan 

Kebun Benih (areal pelestarian dan penelitian). 

- Pada peta kerja RKTUPHHK-HTtahun 2017 dan 

2018memuat areal yang boleh ditebang, areal kawasan 

lindung dan areal pelestarian & penelitian sebagaimana 

tercantum dalam peta kerja RKUPHHK-HT. 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja 

Berupa Penandaan Batas 

Blok Tebang-an / Dipanen / 

Dimanfaatkan / Ditanam / 

Dipelihara beserta Areal yang 

Ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung (untuk Konservasi/ 

buffer zone/ pelestarian 

plasma 

nutfah/religi/budaya/sarana 

pra-sarana dan Penelitian 

dan Pengembangan) 

D (2) Baik  

(3) 

Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan di 

lapangan yaitu blok dan petak yang akan ditebang dan 

kawasan lindung atau areal pelestarian dan penelitian. 

Ditemukan di lapangan tanda batas blok dan petak 

Tebangan TPTI RKTUPHHK-HTI tahun 2017 dan tahun 2018, 

dengan menggunakan metode PDF Maps dilakukan uji coba 

dan terdapat kesesuaian lokasi antara data di peta dengan di 

lapangan. 

Terdapat implementasi penandaan Batas Kawasan lindung, 

meskupun belum seluruhnya. 

Pada PT ARM terdapat Implementasi pada sebagian batas 

blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam / dipelihara 

beserta areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung. 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Jenis dan Volume Panen 

dengan Dokumen Rencana 

Jangka Pendek  

D (2) Sedang 

(2) 

Terdapat realisasi volume tebangan total dari rencana 

tebangan tahunan sebesar 58% (<70%)  sebesardan lokasi 

tebangan sesuai dengan RKTUPHHK-HTI yang disahkan. 

- Terdapat realisasi volume produksi RKTUPHHK-HTI tahun 

2017 sebesar 58 % (realisasi 5.089,66 m3 dari rencana 

8.719,10 m3). 

- Realisasi luasan produksi sebesar 66 % (realisasi 236,63 

Ha dari rencana 356,30 ha) 

- Belum terdapat Produksi pada Blok THPB dan TPTJ/SILIN 

atau realisasi 0% (<70%). 

Kesimpulan Indikator  2.5 19 / 21 =  90,48%  (Baik) 

6. Indikator 2.6 : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi  yang Memadai dan 

Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan 

Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

 

CD (1) Buruk  

(1) 

Dapat diverifikasi keberadaan Laporan Keuangan Untuk 

Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 IUPHHK-HT PT 

Anugerah Rimba Makmur beserta Laporan Auditor 

Independen, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka 

Puradireja, Suhartono Ref.:R-897/ARM-adf/ADF05/X/2018 

tanggal 25 Oktober 2018. 

Hasil Analisis Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang 
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Berakhir 31 Desember 2017 didapatkan kondisi finansial 

perusahaan : 

- Likuiditas sebesar 292,61% (>150%) ; 

- Solvabilitas sebesar 47,90% (<100%) ;  

- Rentabilitas Negatif ; 

- Basis untuk Opini Wajar dengan pengecualian dimana 

Opini KAP kecuali untuk dampak hal-hal yang dijelaskan 

dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan 

pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar 

dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT 

Anugerah Rimba Mkamur tanggal 31 Desember 2017, 

serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang 

berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan di Indonesia 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan 

yang dibuat sesuai dengan 

pedoman Pelaporan 

Keuangan Peman-faatan 

Hutan Produksi (yang telah 

diaudit oleh akuntan publik) 

CD (1) Sedang 

(2) 

Berdasarkan Realisasi Dana Kelola Hutan PT Anugerah 

Rimba Makmur Tahun 2017 telah realisasi alokasi dana 

sebesar 79 % dari yang seharusnya atau terdapat realisasi 

berkisar 60-80%. 

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

CD (1) Sedang 

(2) 

Berdasarkan telaah terhadap anggaran dan realisasi biaya 

kelola hutan bahwa proporsi alokasi dana untuk seluruh 

bidang pada Tahun 2017 kurang proporsional. Ketercapaian 

kegiatan tertinggi adalah Penelitian dan Pengembangan dan 

ketercapaian sebesar 100,79% dan terkecil adalah kegiatan 

Pengembangan SDM sebesar 43,97% atau terdapat 

perbedaan berkisar 20-50%. 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

CD (1) Sedang 

(2) 

BerdasarkanRincian Arus Kas pada Laporan Keuangan 

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 

menunjukkan saldo kas akhir tahun adalah negatif dan 

kondisi keuangan mengalami kerugian, namun pemenuhan 

akan kebutuhan dana operasional kegiatan tercapai 

79%.Hasil wawancara dengan beberapa karyawan bahwa 

untuk masalah gaji tidak ada masalah. Hal ini menunjukkan 

bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis lancar. 

Namun demikian, dilihat dari realisasi kegiatan operasianal 

terdapat kegiatan operasional di lapangan tidak sesuai 

dengan tata waktunya terlihat dari adanya carry over 

RKTUPHHK-HTI tahun 2017 pada RKTUPHHK-HTI tahun 

2018. 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

D (2) Sedang 

(2) 

Realisasi kegiatan perlindungan, pengamanam dan 

penanaman tanah kosong dimana berdasarkan realisasi 

biaya kegiatan pembinaan hutan dan pengamanan serta 

perlindungan hutan tahun Tahun 2017 PT Anugerah Rimba 
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Makmur ditandatangani oleh Manager Camp didapatkan 

realisasi biaya 81,46%. 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman/ Pembinaan 

Hutan 

 

CD (1) Buruk  

(1) 

Pada periode RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 terdapat realisasi 

penanaman sebanyak 0,34 % (3,52 Ha dengan rencana 

1.039,43 Ha), dengan uraian :  

- Pada Sistem Silvikultur TPTI telah dilaksanakan Kegiatan 

Fisik Penananam Pengayaan dan Kakija dengan luas 3,52 

Ha dengan rencana 75 Ha atau terealisasi 4,69 %. 

- Pada Sistem Silvikultur TPTJ/SILN belum terdapat realisasi 

penanaman pohon binaan atau realisasi 0%. 

- Pada Sistem Silvikultur THPB belum terdapat realisasi 

penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan atau 

terealisasi  0%. 

Kesimpulan Indikator  2.6 12/ 21 =  57,14% (Buruk) 

 

C. KRITERIA EKOLOGI 

1. Indikator 3.1.  : Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi  

pada setiap tipe hutan. 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.1.1. 

Luasan kawasan dilindungi 

 

D (2) Sedang 

(2) 

Luas kawasan lindung (KL) masing-masing telah dirinci 

dalam dokumen AMDAL PT ARM tahun 20019, RKU PHHK 

HT PT ARM tahun 2011, dan SK Direktur tahun 2017. Total 

luas kawasan dilindungi (KL) yaitu 12.731 ha. 

Kondisi biofisikKL tidak seluruhnya sesuai. Hal tersebut 

terbukti dari adanya hasil observasi lapangan yaitu: 

- Hasil observasi lapangan maka kondisi biofisik KL 

sempadan sungai Aek Nabara masih berupa perkebunan 

masyarakat. 

- Kiri kanan sempadan sungai Batang Gadis terlihat masih 

terdapat perkebunan sawit serta perladangan milik 

masyarakat sekitar. 

3.1.2. 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah 

ditandai, tanda batas 

dikenali). 

 

 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

- PT ARM telah melakukan penandaan batas KL hingga 

mencapai 455,55 km (75,17%) dari total batas KL 606,03 

km. 

- Rencana penataan di lapangan yaitu dengan penandaan 

batas KL dengan jalur rintisan, polet biru pada pohon atau 

patok sepanjang jalur batas, dan pemasangan papan 

informasi. 

- Berdasarkan hasil observasi di lapangan, maka 

penandaan dilakukan dengan polet biru dan merah; tanda 

jalur rintisan tidak sesuai prosedur; dan tidak seluruhnay 

dilengkapi dengan papan informasi KL. 
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3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi. 

D (2) 

 

Baik  

(3) 

Hasil analisis tutupan lahan tiap jenis KL di PT ARM yaitu 

87% (>80%). Sumber analisis yaitu citra satelit Landsat 8 OLI 

path/row 128/059, liputan 16 Juli 2018 

3.1.4 

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan dilindungi 

 

CD (1) 

 

Sedang 

(2) 

Parapihak yang memiliki akses terhadap kelestarian KL di PT 

ARM yaitu warga sekitar areal PT ARM. Warga tersebut yaitu 

Desa Rantau Ranto Panjang, Lubuk Kapundung I, , Lubuk 

Kapundung II, dan Hutaim Baru. Yang telah memberikan 

pengakuan terhadap keberadaan KL yaitu 3 desa, 

sedangkan yang belum yaitu Desa Hutaim Baru. 

3.1.5 

Laporan pengelolaan 

kawasan lindung hasil tata 

ruang areal/land scaping 

sesuai RKL/RPL. 

 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Berdasarkan rencana yang ada, maka laporan pengelolaan 

KL meliputi: 

- Rehabilitasi KL 

- Penanaman KL 

- Patroli keamanan 

- Penyuluhan konservasi 

- Pelatihan karyawan 

- Kerjasama institusional 

- Penanaman pohon pakan satwa 

- Membuat tanda batas KL 

- Pembuatan papan peringatan/larangan tidak 

mengganggu areal KL 

Laporan pengelolaan KL yang telah ada yaitu: 

- BA Pemasangan sign board 

- BA Penandaan batas KL SS 

- BA penanaman SS 

- BA sosialisasi rencana penanaman KL 

- Laporan bulanan patroli oleh satpam 

Kesimpulan Indikator 3.1 20/27 = 74,07% (Sedang) 

 

2. Indikator 3.2. : Perlindungan dan pengamanan hutan 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.2.1  

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 

yang ada 

D (2) 

 

Baik  

(3) 

- Telah terdapat prosedur perlindungan sesuai dengan 

jenis-jenis gangguan yang ada. 

3.2.2 

Sarana prasarana 

perlindungan gangguan 

hutan 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

- Sarana DAMKARHUTLA yang dimiliki oleh PTARM belum 

sesuai dengan P.32/2016 tentang pengendalian karhutla. 

Ketidaksesuaian tersebut di antaranya belum adanya 

tempat khusus (gudang) penyimpanan sarana 

DAMKARHUT di PT ARM. Peralatan yang ada masih 
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bercampur tempat dan bercampur penggunaan dengan 

peruntukan lainnya. 

- Berdasarkan observasi lapangan ke pos security maka 

fasilitas yang ada untuk security yang masih kurang yaitu 

pentungan, borgol, pos security. 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

DAMKARHUTLA: 

- Berdasarkan P.32/2016 tentang Pengendalian Karhutla, 

Pasal 38 menyatakan bahwa IUPHHK dengan luasan 

40.000 sd 60.000 Ha maka harus memiliki 3 regu inti 

karhutla. 

- PT ARM telah memiliki susunan regu inti DAMKARHUTLA. 

Regu tersebut terdiri dari 3 regu inti yang masing-masing 

terdiri dari 1 orang kepala regu dan 14 anggota, sehingga 

total 45 orang. Keseluruhan SDM Damkarhutla tersebut 

belum memiliki sertifikat diklat/pelatihan. 

SECURITY: 

- PT ARM telah memiliki satpam terdiri dari 10 orang. 

Seluruh satpam tersebut belum mengikuti pelatihan 

khusus satpam perlindungan hutan. 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

PT ARM telah mengimpelemntasikan perlindungan terhadap 

gangguan yang ada tetapi belum mempertimbangkan tiap 

implementasi tersebut secara optimal berdasarkan kondisi 

lokasi dan intensitas waktu yang ada. 

Kesimpulan Indikator 3.2 18/24 = 75% (Sedang) 

 

3. Indikator 3.3. :  Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.3.1  

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah & air. 

D (2) 

 

Baik (3) Sejak audit awal hingga penilikan 1 tahun 2018 maka PT 

ARM telah melengkapi kekurang SOP sebagaimana 

rekomendasi hasil audit awal. 

SOP kualitas air harus diperbaiki karena belum terperinci 

terkait lokasi dan waktu pemantauannya, serta untuk sub 

bahasan terkait debit perlu diperjelas dengan hal-hal teknis 

terkait waktu, tempat pelaksanaannya. 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

PT ARM telah memiliki sarana pengelolaan yang baik, tetapi 

sarana pemantauan yang masih sedang. Sarana 

pemantauan tersebut seperti masih kurangnya kualifikasi alat 

pemantau erosi, stik tinggi muka air, sarpras pengelolaan 

limbah, dan alat pemantau sedimentasi. 

3.3.3. 

SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air. 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

PT ARM telah memiliki SDM Ganis PHPL Binhut sebanyak 1 

orang dari yang seharusnya 2 orang. 
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3.3.4. 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak 

terhadap tanah dan air 

(teknis sipil dan vegetatif). 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

PT ARM telah melakukan beberapa implementasi dari 

rencana yang ada. Rencana yang belum diimplementasikan 

yaitu penggemburan tanah untuk mengurangi tingkat erosi, 

pembuatan rorak, pembuatan oil trap pada areal bengkel, 

pengerasan pada lantai BBM dan bengkel. 

3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

PT ARM telah melakukan pemantauan terhadap dampak 

terhadap tanah dan air. terdapat beberapa rencana 

pemantauan yang belum dilakukan yaitu pemantauan erosi 

di blok THPB, Blok SILIN, Blok TPN, dan Blok TPK; 

pemantauan sedimentasi di badan sungai; pemantauan 

kualitas air. berdasarkan hal tersebut maka persentase 

implementasi terhadap rencana yang ada yaitu 62,50%. 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan 

air 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Hasil observasi lapangan: 

- Ada indikasi terjadi  dampak besar dan penting pada 

tanah dan air yaitu adanya erosi tebing sungai di Sekitar 

sempadan sungai Aek Nabara dan tebing Sungai Batang 

Gadis 

- Terjadinya erosi pada kiri kanan jalan utama yang 

menghubungkan antara Basecamp Muara Tagelang 

hingga persemaian Aek Nabara. 

- Terjadinya kekeruhan air sungai ketika musim penghujan 

yang mengindikasikan adanya erosi di wilayah DAS 

sekitar Areal PT ARM yang disebabkan oleh proses 

produksi (pembuatan jalan, dan sebagainya) 

- Adanya sisa-sisa sampah plastik di sekitar camp Muara 

Tagelang 

Upaya yang dilakukan: 

- Pengadaan tempat pembuangan sampah (tong sampah) 

- Pengadaan areal khusus pembuangan sampah tetapi 

tidak representatif (dekat dengan camp, potensial terkena 

banjir, tidak ada penutup, tidak dipisahkan antara organik 

dengan anorganik) 

- Terdapat realisasi Pengerasan jalan 

- Pembuatan jembatan pada badan sungai yang terlintasi 

jalan 

- Terdapat penanaman pada areal-areal terbuka (eks TPn, 

TPK, jalan sarad, kakija, KL) 

Kesimpulan Indikator 3.3 24/36 = 66,67% (Sedang) 
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(rare), terancam punah (threatened) dan endemic. 

 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam 

punah dan endemik 

mengacu pada 

perundangan/ peraturan 

yang berlaku 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

- SOP yang ada belum merujuk pada peraturan terabru, 

P.92/2018 tentang perubahan atas permen LHK No. 

P.20/2018 tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang 

dilindungi. 

- SOP yang ada belum melingkupi kegiatan identifikasi flora 

fauna sehingga perlu diperbaiki. 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

- PT ARM telah melakukan kegiatan identifikasi berupa 

identifikasi flora fauna melalui bantuan skema analisis 

HCV (Nilai Konservasi Tinggi). 

- Dari hasil identifikasi tersebut, belum meliputi identifikasi 

terkait ikan dan serangga. 

Kesimpulan Indikator 3.4 8/12 = 66,67% (Sedang) 

 

5. Indikator 3.5. :  Pengelolaan flora untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak 

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemic 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.5.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan flora yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan 

yang berlaku 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

- Prosedur pengelolaan masih bersifat umum, belum 

berbasis pada tiap-tiap jenis dilindungi. 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 

dengan yang direncanakan 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

PT ARM telah melakukan pengelolaan terhadap flora 

dilindungi, tetapi masih terdapat yang belum optimal dalam 

implementasi rencana. Rencana yang belum optimal dalam 

implementasi yaitu pemasangan papan informasi/larangan; 

sosialisasi pada masyarakat; penyuluhan kepada 

masyarakat; dan pembibitan jenis flora dilindungi. 

3.5.3 

Kondisi spesies flora 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 

dan endemic 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

- Didalam dokumen HCV disebutkan bahwa terdapat jenis 

dilindungi sepeerti Nephentes. Hingga saat ini PT ARM 

belum melakukan pengeloaan khusus terkait tumbuhan 

tersebut selain mengaloikasikan sebagian areal menjadi 

KL. 

- Dengan adanya pembukaan lahan maka kondisi flora 
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dilindungi akan semakin sedikit penyebarannya (tersebar 

hanya di areal KL) sehingga kondisi jumlah individu jenis 

dan juga populasi akan semakin menurun. 

- Kondisi jenis dilindungi secara kuantitas sulit diprediksi 

karena kurangnya pendataan terhadap jenis flora tersebut 

(baik pendataan spasial maupun temporal). 

Kesimpulan Indikator 3.5 12/18 = 66,66% (Sedang) 

 

6. Indikator 3.6 :  Pengelolaan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak 

2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemic 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 

dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan 

yang berlaku, dan tercakup 

kegiatan perencanaan, 

pelaksana, kegiatan, dan 

pemantauan) 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

- Prosedur pengelolaan masih bersifat umum, belum 

berbasis pada tiap-tiap jenis dilindungi. 

3.6.2 

Realisasi pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan fauna 

sesuai dengan yang 

Direncanakan 

 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

- Terdapat bebereapa rencana yang belum 

diimplementasikan dengan optimal, yaitu pemasangan 

papan larangan berburu satwa; pembuatan koridor satwa, 

tata batas KL; patroli pengamanan; pemantauan satwa 

dilindungi, dan penyuluhan kepada masyarakat; serta 

pelatihan karyawan. 

3.6.3 

Kondisi species fauna 

dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 

dan endemic 

 

D (2) 

 

Sedang 

(2) 

Kondisi spesies dilindungi: 

- Kondisi fauna dilindungi mengalami gangguan akibat 

adanya proses produksi. Gangguan tersebut terutama 

terjadi penyempitan areal/wilayah jelajah serta luasan 

areal penyedia pakan. 

- Kondisi spesies dilindungi mengalami gangguan tidak 

hanya karena proses produksi, tetapi juga karena adanya 

pembukaan lahan secara illegal oleh masyarakat di KL 

untuk perkebunan dan/atau perladangan. 

Upaya yang dilakukan PT ARM yaitu: 

- Membentuk tim satpam 

- Mengalokasikan areal menjadi KPSL 

- Melakukan penyuluhan dan atau sosialisasi pada 

masyarakat.  
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- Dilakukan pelarangan terhadap karyawan dan juga 

masyarakat utk melakukan perburuan satwa dilindungi. 

Kesimpulan Indikator 3.6 12/18 = 66,67% (Sedang) 

 

D. KRITERIA SOSIAL 

1. Indikator 4.1 : 
Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan 

kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat 

 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

4.1.1. 

Ketersediaan 

dokumen/laporan mengenai 

pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 

dasar masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat 

setempat, dan rencana 

pemanfaatan SDH oleh 

pemegang izin 

D (2) Baik  

(3) 

PT ARM telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap 

mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan 

SDH oleh pemegang izin. DOkumen yang tersedia 

diantaranya yaitu hasil pengukuran dan pemetaan, 

Identifikasi Desa - Desa di Sekitar Konsesi, RKUPHHK HTI, 

RKT, Rencana Kelola Sosial. 

4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas 

/rekonstruksi batas kawasan 

secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas 

kawasan 

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan analisis dokumen SOP Penataan Batas 

Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik Sosial, Dokumen Surat 

Keterangan dari Desa - Desa Sekitar, Notulen Rapat 

pembahasan batas partisipatif, dapat diketahui PT Anugerah 

Rimba Makmur telah memiliki mekanisme penataan batas 

secara partisipatif, namun belum memperoleh persetujuan 

dari seluruh masyarakat sekitar terkait dengan batasa 

partisipatif antara perusahaan dengan masyarakat, 

diantaranya yang belum memberikan persetujuan adalah 

Desa Hutaimbaru. Berdasarkan wawancara dengan Kepala 

Desa Hutaimbaru dan wawancara dengan unit manajemen, 

terdapat kesan bahwa unit manajemen belum memberikan 

informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat sekitar, 

sehingga masih terdapat kekuatiran dari masyarakat bahwa 

mereka akan kehilangan lahan yang selama ini mereka 

garap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari. 

4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan 

SDH 

D (2) Baik  

(3) 

PT Anugerah Rimba Mandiri telah memiliki mekanisme yang 

lengkap, jelas, dan legal terkait pengakuan hak - hak dasar 

masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan 

sumber daya hutan. PT Anugerah Rimba Makmur juga telah 

menambahkan SOP yang berkaitan dengan pemanfaatan 

hasil hutan bukan kayu sebagaimana diminta pada audit 

tahun 2017. 

 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 33 dari 48 
 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja 

unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan 

masyarakat 

D (2) Sedang 

(2) 

Verifier 4.1.4. belum terdapat perubahan yang signifikan 

apabila dibandingkan dengan audit sertifikasi awal di tahun 

2017 yang lalu. 

Hasil audit tahun 2017:  

Pembuatan batas partisipatif dilaksanakan pada kampung 

Rantau Panjang, laporan pembuatan batas tersebut memuat 

luas areal dan pemilik lahan. Sedangkan  kampung 

Singkuang, Lubuk Kapundung 1, Lubuk kapundung 2 dan 

Huta Imbaru sampai saat ini tidak dilaksanakan, 

pelaksanaan hanya berupa identifikasi lahan masyarakat. 

Beberapa lahan kehidupan seperti lahan desa Singkuang, 

Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2 dan Desa 

Huta Imbaru hanya melaksanakan inventarisasi dan 

pembuatan peta lokasi lahan kehidupan masyarakat. PT 

ARM memiliki sebagian bukti – bukti terkait luas dan batas 

kawasan areal perusahaan dengan kawasan pemanfaatan 

oleh masyarakat. 

4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas 

areal kerja IUPHHK/KPH 

D (2) Sedang 

(2) 

Verifier 4.1.5. belum terdapat perubahan yang signifikan 

apabila dibandingkan dengan audit sertifikasi awal di tahun 

2017 yang lalu. 

Hasil audit tahun 2017:  

Dalam kegiatan operasionalnya  PT ARM telah mendapat 

persetujuan dan dukungan dari para pihak (dalam hal ini 

pemerintah pusat/daerah dan masyarakat sekitar areal)  

yang dibuktikan dengan masih berlangsungnya kegiatan 

operasional perusahaan dan surat dukungan  dari 

sebahagian masyarakat sekitar. Tidak tersedia dokumen 

yang mendukung keberadaan PT ARM dari kampung 

Singkuang, Lubuk Kapundung 1 dan Huta Imbaru. 

Pada areal PT ARM terdapat persetujuan/dukungan oleh 

sebagian pihak dan  dan masih ada konflik yang dapat 

dikelola dengan baik. 

Kesimpulan Indikator 4.1 24 /30  x 100% = 80,00% (Sedang) 

 

2. Indikator 4.2 : 
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

4.2.1.   

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  

dengan peraturan 

perundangan yang 

D (2) Baik  

(3) 

Berdasarkan dokumen rencana biaya kelola sosial, untuk 

RKT tahun 2017 (periode Oktober 2017 - September 2018), 

jumlah biaya kelola sosial PT ARM adalah Rp 

1.760.761.704,-. Berdasarkan telaah dokumen rencana biaya 

kelola sosial, terdapat komponen yang termasuk ke dalam 

indikator 4.3. yaitu Ketersediaan mekanisme dan 
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relevan/berlaku. Implementasi Distribusi Insentif Yang Adil Antar Para Pihak, 

seperti rencana pengembangan program kemitraan tanaman 

kehidupan karet, penggunaan tenaga kerja lokal yang 

berasal dari desa - desa sekitar, dan kerja sama pembelian 

bahan pangan dari masyarakat desa sekitar. Dengan 

demikian, dokumen rencana kelola sosial ini juga dapat 

digunakan untuk menganalisis Indikator 4.3. Dokumen 

rencana tanggung jawab sosial perusahaan telah termuat 

secara lengkap dalam dokumen RKUPHHK HTI, RKT, 

Rencana Kelola Sosial. 

4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

D (2) Baik  

(3) 

PT Anugerah Rimba Makmur memiliki SOP PMDH berisi 

uraian yang lengkap meliputi: Tujuan Program PMDH, 

Sasaran Program PMDH, Penanggung Jawab, Keluaran 

yang Dihasilkan, Prosedur Kerja, Pencatatan dan Pelaporan.  

4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak 

dan kewajiban pemegang 

izin terhadap masyarakat 

dalam mengelola SDH 

D (2) Sedang 

(2) 

PT Anugerah Rimba Makmur telah melakukan kegiatan 

sosialisasi RKT, Visi - Misi kepada masyarakat sekitar. 

Berdasarkan Resume Pertemuan Sosialisasi Rencana Kerja 

Tahunan dengan Masyarakat, hanya dibahas hal yang 

berkaitan dengan aspek produksi. Tidak dibahas terkait 

dengan sosialisasi yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban perusahaan terhadap masyarakat, seperti 

program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) / 

Kelola Sosial. Namun demikian, terdapat kegiatan sosialisasi 

terkait dengan kegiatan kerja sama tanaman kehidupan, 

kerja sama pertanian.  

4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 

tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH 

D (2) Baik  

(3) 

Terdapat bukti yang lengkap terkait pemenuhan tanggung 

jawab sosial perusahaan. PT ARM telah merealisasikan 

85,58% dari rencana program PMDH.  

4.2.5. 

Ketersediaan 

laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan tanggung jawab 

sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi. 

D (2) Baik  

(3) 

Berdasarkan Laporan Realisasi Biaya kelola Sosial RKT 

Tahun 2017/2018, jumlah realisasi kelola sosial adalah Rp 

1.524.405.528,-. Persentase kegiatan Kelola Sosial adalah 

85,58%.  

Kesimpulan Indikator 4.2 28 / 30  x 100% = 93,33%  (Baik) 
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3. Indikator 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para 

pihak 

 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH. 

D (2) Baik  

(3) 

PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki data yang 

lengkap terkait masyarakat setempat yang kehidupannya 

terlibat, tergantung, terpengaruh pada hutan. Data tersebut 

telah dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu 

RKUPHHK HTI, RKT, Rencana Kelola Sosial, Dokumen 

Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, Dokumen SOP yang 

berhubungan dengan masyarakat sekitar. 

4.3.2.  

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

D (2) Baik  

(3) 

PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki SOP yang 

lengkap terkait dengan peningkatan peranserta masyarakat 

setempat, termasuk SOP yang diminta pada audit sertifikasi 

awal di tahun 2017 yang lalu, yaitu SOP Peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 

dan/atau setempat, Kompensasi/sharing profit kepada 

masyarakat, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). 

4.3.3.  

Keberadaan dokumen 

rencana pemegang izin 

mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan dokumen SOP Kerja Sama Kemitraan, terdapat 

form yang berisikan permohonan dari masyarakat untuk 

melakukan kerja sama kemitraan dengan perusahaan. Form 

Surat Pernyataan dan Jaminan dari Anggota Kelompok Tani 

Hutan yang berisi bahwa masyarakat sudah terlanjur 

mengolah lahan yang berada di dalam konsesi PT Anugerah 

Rimba Makmur Tanpa Izin dari PT Anugerah Rimba Makmur. 

Padahal, masyarakat telah lebih dahulu menguasai lahan 

terssebut sebelum izin konsesi PT Anugerah Rimba Makmur 

terbit. Dokumen tersebut menunjukkan secara implisit 

perjanjian yang dibuat tidak dalam kapasitas kedudukan 

yang setara antara perusahaan dengan masyarakat. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 

Desa Hutaimbaru, Kepala Desa Lubuk Kapundung, Tokoh 

Masyarakat Ranto Panjang, diperleh informasi bahwa para 

kepala desa dan tokoh masyarakat tersebut belum 

memahami pola kemitraan yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Selain itu, mekanisme perjanjian tanaman 

kehidupan karet yang ditawarkan oleh perusahaan kepada 

masyarakat juga belum dapat dipahami dengan baik oleh 

masyarakat. Terdapat kekuatiran dari masyarakat bahwa 

mereka akan kehilangan lahan yang selama ini telah mereka 

kuasai di dalam konsesi perusahaan.  

4.3.4.  

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan atau masya- 

rakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 

D (2) Sedang 

(2) 

Implementasi peningkatan peranserta masyarakat sekitar 

adalah dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal yang 

berasal dari desa - desa sekitar, penyerapan hasil produksi 

dari penyedia lokal yang berasal dari desa - desa sekitar. 

Untuk kerja sama kemitraan tanaman kehidupan masih 

dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar. 

Dengan demikian, unit manajemen baru 

mengimplementasikan sebagian kegiatan peningkatan 
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sasaran peranserta masyarakat sekitar. 

4.3.5.  

Keberadaan 

dokumen/laporan mengenai 

pelaksanaan  

distribusi manfaat kepada 

para pihak 

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan Laporan Kerjasama Perdagangan Lokal, jumlah 

pembelian perusahaan dari pedagang lokal adalah Rp 

1.836.896,- selama periode Oktober 2017 - September 2018. 

Jumlah tenaga kerja PT ARM adalah 80 orang, 49 orang 

adalah tenaga kerja lokal atau 61,25%. Kerja sama kemitraan 

tanaman kehidupan antara perusahaan dengan masyarakat 

setempat baru pada tahap sosialisasi kegiatan. Untuk uraian 

gaji karyawan lokal dan kerja sama perdagangan lokal 

terdapat dalam dokumen Laporan Kelola Sosial Tahun 2017. 

Kesimpulan Indikator 4.3 24 / 30  x 100% = 80.00 % (Sedang) 

 

4. Indikator 4.4 : Keberadaan mekanisme resolusi konflik  

 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

D (2) Baik  

(3) 

SOP Penanganan Konflik Sosial PT Anugerah Rimba 

Makmur berisi cakupan yang lengkap terkait penanganan 

konflik perusahaan dengan masyarakat. SOP berisi: Ruang 

Lingkup, Tujuan, Sasaran, Penanggung Jawab, Keluaran 

yang dihasilkan, Penyelesaian Konflik dan Tuntutan, Hasil 

Penanganan Konflik dan Tuntutan, Antisipasi Problem Pasca 

Konflik / Perjanjian, Pelaporan. Pada audit tahun 2017, 

terdapat kelemahan dari segi ketiadaan struktur organisasi 

pennanggulangan konflik, namun untuk SOP tahun ini telah 

terdapat organisasi yang menaganani masalaha konflik yang 

terdiri dari unsur pimpinan perusahaan, humas / bagian 

sosial, dan unsur pemerintah setempat. 

4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

D (2) Sedang 

(2) 

PT Anugerah Rimba Makmur telah membuat Laporan 

Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester I Tahun 

2018, namun laporan tersebut tidak dilengkapi dengan 

luasan areal yang di klaim oleh masyarakat. Data luas areal 

klaim diperlukan untuk mengetahui perkembangan luas 

areal klaim dari waktu ke waktu, apakah mengalami 

pengurangan atau penambahan luas areal klaim.  

4.4.3. 

Adanya kelembagaan 

resolusi konflik yang 

didukung oleh para pihak 

D (2) Baik  

(3) 

PT Anugerah Rimba Makmur memiliki struktur organisasi 

untuk mengelola konflik. Anggaran penyelesaian konflik 

telah dimasukkan dalam Rencana Anggaran Kelola Sosial. 

Berdasarkan laporan proses penyelesaian konflik antara 

perusahaan dengan masyarakat, terdapat laporan yang 

menunjukkan ketersediaan personil dan pendanaan yang 

cukup dalam mengelola konflik. 

4.4.4. 

Ketersediaan dokumen 

proses penyelesaian konflik 

D (2) Sedang 

(2) 

Dokumen penanganan konflik PT Anugerah Rimba Makmur 

masih belum lengkap, hanya meliputi  Berita Acara Resolusi 

Konflik di Sungai Batang Gadis, Sungai Batang Selai, Sungai 

Paraupan.  
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yang pernah terjadi 

Kesimpulan Indikator 4.4 20 / 24  x 100 % = 83,33 % (Baik) 

 

 

5. Indikator 4.5 : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

 

Nomor &  Judul Verifier Bobot Nilai Ringkasan Justifikasi 

4.5.1.  

Adanya hubungan industrial. 

D (2) Sedang 

(2) 

Verifier 4.5.1. belum terdapat perubahan yang signifikan 

apabila dibandingkan dengan audit sebelumnya di tahun 

2017. PT Anugerah Rimba Makmur telah merealisasikan 

sebagian hubungan industrial diantaranya yaitu adanya 

peraturan perusahaan yang disahkan oleh Instansi 

Ketenagakerjaan, pengaturan jam kerja, pemberian upah 

sesuai ketentuan upah minimum yang ditetapkan 

pemerintah, tunjangan hari raya, pemberian tunjangan 

kesejahteraan, mengikutsertakan karyawan dalam program 

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, adanya 

kebijakan perusahaan untuk mengizinkan karyawan 

membentuk serikat pekerja. 

4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja 

D (2) Sedang 

(2) 

PT Anugerah Rimba Makmur telah merealisasikan 90,62% 

pelatihan untuk karyawan dari yang direncanakan.  

4.5.3. 

Dokumen standar jenjang 

karir dan implementasinya 

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan telaah dokumen pengusulan promosi karyawan 

dan berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan, hanya 

terdapat sebagian usulan promosi yang telah memperoleh 

persetujuan dari manajemen kantor pusat. Terdapat 

sebagian usulan promosi yang memperoleh persetujuan dari 

kantor pusat. 

4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

D (2) Sedang 

(2) 

Berdasarkan Slip gaji karyawan, komponen upah karyawan 

adalah: Penghasilan: Gaji Pokok, Tunjangan Tetap, 

Tunjangan Tidak Tetap (perusahaan, khusus, voucher), 

Lembur, Premi, Natura pekerja dan keluarga tertanggung, 

Rapel, Tunjangan Pajak. Potongan: Jaminan Hari Tua, Pajak 

Penghasilan, Jaminan Pensiun, Angsuran Pinjaman 

Koperasi, BPJS, Infak, Lain - Lain. 

Berdasarkan verifikasi lapangan, fasilitas pertolongan 

pertama apabila terjadi kecelakaan kerja dan fasilitas 

pengobatan untuk karyawan masih belum tersedia. 

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan camp, terdapat 

rencana unit manajemen untuk bekerja sama dengan 

perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bersebelahan 

dengan unit manajemen untuk pemanfaatan fasilitas 

kesehatan. Perusahaan kebun kelapa sawit tersebut 

merupakan perusahaan dengan pemilik yang sama dengan 

unit manajemen, saat ini perusahaan tersebut sedang 
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membangun rumah sakit di perkebunan tersebut.  

Kesimpulan Indikator 4.5 16 / 24  x 100% =  66,67 % (Sedang) 

 

E. VLK HUTAN 

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 

Indikator 1.1.1. : Pemegang  izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola 

IUPHHK. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1.a. Dokumen legal terkait 

perizinan Usaha (SK IUPHHK) 

M PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen legal terkait 

perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan Republik Indonesia SK. 669/MENHUT-II/2009, tanggal 

15 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan 

Tanaman Kepada PT Anugerah Rimba Makmur atas Areal Hutan 

Produksi seluas ± 49.230 (empat puluh sembilan ribu dua ratus 

tiga puluh) Hektar di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi 

Sumatera Utara.  

Terdapat kelengkapan Peta Lampiran SK IUPHHK-HT skala 1 : 

100.000, ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban 

dan dibubuhi dengan stempel basah Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia 

Dapat diverifikasi keberadaan dokumen legalitas perusahaan 

antara lain : 

 Akte Notaris Pendirian Perusahaan Notaris No. 27, tanggal 

31 Juli 2006 dari Notaris Cipto Sunaryo S.H. 

 Akta Perubahan terakhir No.14, tanggal 12 Oktober 2018 

oleh Notaris Cipto Sunaryo S.H. perubahan telah disahkan 

oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 22 

Oktober 2018 No. AHU-AH.01.03-0255259. Tercatat bahwa 

Pengurus Perusahaan PT Anugerah Rimba Makmur yaitu :   

      Direktur  : Musa Idishah 

      Komisaris : Musa Ichwanshah 

 SIUP Nomor : No.0989/0840/1.1/0602/03/2015 tanggal 10 

Maret 2015. 

 TDP Nomor : Nomor: 02.12.1.46.09829/3780/3772/07/2016 

tanggal 29 Juli 2016. 

 NPWP Nomor : 02.590.965.6-111.000 atas nama PT 

Anugerah Rimba Makmur dengan alamat Jl. Sei Deli No. 14-

16 Kel. Silalas Kec. Medan Barat. 

1.1.1.b. Bukti pemenuhan 

kewajiban Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 

M  Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tanaman Industri (IIUPHHK-HTI) Nomor: S.1105/VI-
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(IIUPHHK). BIKPHH/2009 tanggal 27 Oktober 2009 untuk atas namaPT 

Anugerah Rimba Makmur atas areal seluas ± 49.230 Ha di 

Provinsi Sumatera Utara. Tarif IIUPHHK baru pada HTI Rp. 

2.600,-/Ha sejumlah Rp. 127.998.000,- 

 Terdapat bukti setor Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu tujuan ke Bendaharawan Penerima Setoran 

IUPHHK sebesar Rp. 127.998.000,- tertanggal 2 November 

2009. Pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri Cabang 

Medan Imam Bonjol dengan pembayaran Cash/Tunai. 

1.1.1.c. Penggunaan kawasan 

yang sah di luar kegiatan IUPHHK 

(jika ada). 

N/A Pada periode 1 tahun terakhir tidak terdapat penggunaan 

kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berdasarkan 

verifikasi dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2017 dan 2018 dan 

wawancara dengan MR. 

 

PRINSIP 2 :  Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1. :  RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan  Kerja/RTT) disahkan oleh 

yang berwenang. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1.a. Dokumen 

RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan 

Kerja/ RTT beserta lampirannya 

yang telah disahkan oleh pejabat 

yang berwenang, meliputi :   

- Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun 

berdasar-kan IHMB/risalah 

hutan  dan dilaksanakan oleh 

Ganis PHPL Timber Cruising 

dan/atau Canhut. 

- Dokumen RKT/RTT yang 

disusun berdasarkan 

RKU/RPKH dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang atau  

yang disahkan secara self 

approval. 

- Peta rencana penataan areal 

kerja yang dibuat oleh Ganis 

PHPL Canhut. 

M Dapat diverifikasi dokumen RKUPHHK dan Rencana Kerja 

Tahunan diantaranya : 

- Terdapat Dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 

(sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011-2020  atas nama PT 

Anugerah Rimba Makmur yang telah mendapatkan 

pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor: SK.131/VI-BUHT/2011  tanggal 06 

Oktober 2011. Terdapat peta lampiran RKUPHHK-HTI an. PT 

Anugerah Rimba Makmur dengan judul Peta Rencana Tata 

Ruang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada 

Hutan Tanaman industri (IUPHHK-HT) PT Anugerah Rimba 

Makmur Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera 

Utara Luas ± 49.230 Ha  skala 1:100.000. 

- Dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2017 telah disahkan oleh 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 

522.21/2575 tanggal 15 September 2017 yang berlaku 12 

(dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan dilengkapi 

dengan Peta RKTUHPHHK-HTI skala 1 : 50.000. SK 

RKTUPHHK-HTI  tahun 2017 ditandatangani oleh Kepala 

Dinas Kahutanan Provinsi Sumatera Utara (Ir. Halen Purba, 

MM. NIP. 19620719 198802 1 001). 

- Dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2018 telah disahkan oleh 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 

522.21/3269 tanggal 17 September 2018 yang berlaku 12 

(dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan dilengkapi 

dengan Peta RKTUHPHHK-HTI skala 1 : 50.000. SK 

RKTUPHHK-HTI  tahun 2018 ditandatangani oleh Kepala 
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Dinas Kahutanan Provinsi Sumatera Utara (Ir. Halen Purba, 

MM. NIP. 19620719 198802 1 001). 

Dapat diverifikasi keberadaan Ganis PHPL Canhut pada PT 

Anugerah Rimba Makmur diataranya : 

1. Kris Fendrawan No. Register 00438-02/CANHUT/II/2017 

berlaku dari tanggal 03 Januari 2017 s/d tanggal 03 Januari 

2020 sesuai SK. Direktur Jendral PHPL No. 09/BPHPII-

2/2017 tgl. 03 Januari 2017. 

2. Rahimin No. Register 00435-02/CANHUT/II/2016 berlaku dari 

tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 08 Desember 2019 

sesuai SK. Direktur Jendral PHPL No. 497/BPHPII-2/2016 tgl. 

08 Desember 2016. 

2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan bukti  

implementasinya di lapangan 

M PT Anugerah Rimba Makmur memiliki peta lampiran RKTUPHHK-

HTI Tahun 2017 dan 2018 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ 

menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang. 

Keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada RKTUPHHK-

HTI Tahun 2017 dan Tahun 2018. Diverifikasi keberadaan 

implementasinya terbukti dilapangan yaitu : 

- Sempadan Sungai Aek Nabara berupa penandaan cat warna 

biru (//) pada koodinat 01º 02’ 30,0” N 99º 09’ 26,1” E. 

- Sempadan Sungai Batang Gadis berupa penandaan cat 

warna biru (//) pada koodinat 01º 02’ 52,0” N 99º 02’ 26,1” E. 

2.1.1.c. Penandaan lokasi blok 

tebangan/ blok RKT/petak RTT 

yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

M PT Anugerah Rimba Makmur memiliki peta lampiran RKTUPHHK-

HTI Tahun 2017 dan 2018 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ 

menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal Pemanenan 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 dan 2018.  

Pemeriksaan dilapangan menunjukan bahwa terdapat 

Penandaaan blok/petak tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 

dan Tahun 2018, diantaranya : 

- Batas Petak W.14 dan W.13 yang berada pada Blok RKT 

2017 dengan koordinat N 010 02’ 31,94” E 0990 08’ 26,74” 

ditandai dengan plang berwarna putih ukuran 20x30 cm dan 

tinggi 60 cm. 

- Batas Petak V.14 dan W.14 yang berada pada Blok RKT 

2017 dengan koordinat N 010 02’ 29,95” E 0990 08’ 29,60” 

ditandai dengan plang berwarna putih ukuran 20x30 cm dan 

tinggi 60 cm. 

 

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam 

proses) dengan lampiran- 

M PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen RKUPHHK-HTI 

untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011-

2020  atas nama PT Anugerah Rimba Makmur yang telah 

mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
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lampirannya. Kehutanan Nomor: SK.131/VI-BUHT/2011  tanggal 06 Oktober 

2011. 

2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan 

volume pemanfaatan kayu hutan 

alam pada areal penyiapan lahan 

yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman 

industri. 

N/A Berdasarkan telaah terhadap dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 

2017 dan 2018 PT Anugerah Rimba Makmur diverifikasi tidak 

terdapat rencana kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan 

hutan tanaman industri. Penyiapan lahan pada sistem silvikultur 

THPB pada lokasi belukar. 

 

PRINSIP 3 :    Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

Indikator 3.1.1.    Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ 

                          dimanfaatkan telah di–LHP-kan. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1. Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

M PT Anugerah Rimba Makmur telah menetapkan Ganis PHPL PKB 

sebagai Petugas Pembuat LHP melalui SK Direktur Nomor : 

004/DIR-ARM/KPTS/IX/2017 tanggal 08 September 2017 atas 

nama Abbas Pohan Register No. 00091-02/PKB-R/II/2017 berlaku 

dari 04 September 2017 s.d. 04 September 2020 sesuai SK. 

189/BPHPII-2/2017 tgl. 04 September 2017. 

Pada periode audit (Desember 2017 s.d. November 2018) tidak 

terdapat pembuatan LHP pada Panen Kayu Tanaman pada 

sistem silvikultur THPB. LHP yang dibuat merupakan produksi 

kayu hutan alam pada sistem silvikultur TPTI sebanyak 9 set LHP 

terdiri atas 1.768 dengan volume 5.089,66 m3. 

Berdasarkan Neraca Stock Kayu per 06 Desember 2018 

diketahui bahwa PT Anugerah Rimba Makmur pada saat 

dilakukan audit memiliki stock kayu di TPK Hutan sebanyak 

1.738 batang dengan volume sebanyak 4.888,00 m3. 

Dilakukan uji petik pengukuran kayu secara sampling terhadap 

stock kayu di TPK Hutan yang terletak pada koordinat 

1
0
2’40,27’’N dan 99

0
8’15,52’’E didapatkan hasil  2,85 %. Hasil 

tersebut masih dalam batas toleransi (<5%), dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. 

 

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya 

hasil hutan. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.2. Surat keterangan sahnya 

hasil hutan dan lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK Antara, 

- TPK hutan ke industri primer 

dan/atau penampung kayu 

terdaftar, 

- TPK Antara ke industri primer 

M PT Anugerah Rimba Makmur telah menetapkan Petugas Penerbit 

SKSHHK melalui : 

- SK Direktur Nomor SK. 004/DIR-ARM/KPTS/VI/2016 tanggal 

08 Juni 2016 tentang Pengangkatan Penerbit Surat 

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) pada 

IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur atas nama Teguh 

Haryanto register nomor 00388-02/PKB-R/II/2016 berlaku 
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hasil hutan dan/atau penampung 

kayu terdaftar 

dari 08 Juni 2016 s.d. 08 Juni 2019 sesuai SK. 364/BPHPII-

2/2016 tgl. 08 Juni 2016. 

- SK Direktur Nomor SK. 001/DIR-ARM/KPTS/X/2018 tanggal 

08 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Penerbit Surat 

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) pada 

IUPHHK-HTI PT Anugerah Rimba Makmur atas nama 

Munandar register nomor 00722-02/PKB-R/II/2018 berlaku 

dari 13 Agustus 2018  s.d. 12 Agustus 2021 sesuai SK. 

199/BPHPII-3/2018 tgl. 13 Agustus 2018. 

PT Anugerah Rimba Makmur pada periode audit (Desember 

2017 s.d. November 2018) telah terdapat penerbitan dokumen 

SKSHHK dan lampirannya dari TPK Hutan dengan tujuan lokasi 

Jembatan PT ARM yaitu 12 set sebanyak 48 batang dengan 

volume 280,08 m3 dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang telah 

ditunjuk yaitu Teguh Haryanto register nomor 00388-02/PKB-

R/II/2016. 

Kemudian telah dilakukan uji petik terhadap persediaan kayu 

yang tedapat di Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) PT Anugerah 

Rimba Makmur bahwa terdapat kesesuaian data dengan 

SKSHHK terkait. 

 

Indikator 3.1.3.  Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ 

barcode pada kayu bulat dari 

pemegang IUPHHK bisa dilacak 

balak. 

M Dapat diveirifikasi bahwa di TPn telah terpasang barcode sebagai 

tanda-tanda PUHH yang dapat dibaca dengan barcode scanner. 

Lacak balak dilakukan pada barcode dengan nomor barcode : 

- 0214A09ARMA0000000000021884.01 berada di TPn telah di-

LHP-kan pada LHP. No. 08/BU-KB/ARM/TPTI/IX/2018 tgl. 10 

September 2018 dan dapat ditelusuri hingga petak tebang di 

Petak W.14 RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 pada koordinat 01º 

02’ 47,90” N 99º 08’ 32,11” E. 

- 0214A09ARMA0000000000021887.01 berada di TPn telah di-

LHP-kan pada LHP. No. 08/BU-KB/ARM/TPTI/IX/2018 tgl. 10 

September 2018 dan dapat ditelusuri hingga petak tebang di 

Petak W.14 RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 pada koordinat 01º 

02’ 48,02” N 99º 08’ 31,16” E. 

3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan 

secara konsisten oleh pemegang 

izin. 

M PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki dokumen SOP terkait 

prosedur penanadaan kayu yaitu : 

- Penandaan Kayu Tebangan pada tahapan Silvikultur TPTI 

(No. SOP ARM-PRD-005-PR). 

- Lacak Balak pada Tahapan Silvikultur TPTI (No. SOP ARM-

PRD-008-PR). 

- Penandaan Kayu Tebangan pada tahapan Silvikultur THPB 

(No. SOP ARM-PRD-012-PR). 
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- Lacak Balak pada Tahapan Silvikultur THPB (No. SOP ARM-

PRD-014-PR). 

Dapat diverifikasi Kayu/ Log di TPn dan di Tunggul Kayu di Blok 

TPTI bahwa implementasi penandaan kayu dilapangan telah 

diterapkan secara konsisten, sehingga dapat diverifikasi bahwa 

terdapat sistem yang memungkinakan penelusuran kayu atau 

bisa dilacak balak. 

 

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke 

                     luar TPK 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri 

Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk 

hutan alam, dan arsip FAKB dan 

lampirannya untuk hutan tanaman 

M PT Anugerah Rimba Makmur pada periode audit (Desember 

2017 s.d. November 2018) diverifikasi memiliki arsip dokumen 

SKSHHK sebagai bukti adanya catatan angkutan kayu dari TPK 

Hutan dengan tujuan lokasi Jembatan PT ARM yaitu 12 set 

sebanyak 48 batang dengan volume 280,08 m3. 

 

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi 

Sumber Daya Hutan (PSDH). 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat 

Perintah Pembayaran) DR 

dan/atau PSDH telah diterbitkan. 

M Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR dan 

PSDH/ Rincian Tagihan DR dan PSDH kepada PT Anugerah 

Rimba Makmur melalui SI-PNBP. Diverifikasi pada dokumen SPP 

DR dan PSDH/ Tagihan DR dan PSDH baik dari kelompok jenis, 

volume dan tarif telah sesuai dengan LHP yang dibuat dengan 

total tagihan sebanyak : 

- DR sebesar USD 72.923,50 

- PSDH sebesar Rp 346.650.560,00 

3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau 

PSDH 

M Dapat diverifikasi bukti setor bahwa seluruh bukti setor melalui 

bank Mandiri. Terdapat validasi Cap Bank dan tandatangan dari 

Petugas Bank/Teller. DR dan PSDH telah dibayarkan lunas 

sesuai dengan SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebanyak : 

- DR sebesar USD 72.923,50 

PSDH sebesar Rp 346.650.560,00 

Tidak terdapat denda keterlambatan bayar. 

3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan 

PSDH atas kayu hutan alam 

(termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan tanaman) 

dan kesesuaian tarif PSDH untuk 

kayu hutan tanaman. 

M Dapat diverifikasi berdasarkan SPP DR dan PSDH serta bukti 

setor pembayaran DR dan PSDH bahwa Pembayaran DR dan 

PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar 

sesuai dengan tarif yang berlaku di pulau Sumatera. 

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P. 71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/8/2016 tentang Tata cara 

Pengenaan, pemungutan dan Penyorotan Provisi Sumber 
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Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda 

Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Hasil  Pemanfaatan 

Hutan. 

2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 

tentang Pentapan Harga Patokan hasil Hutan untuk 

Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi 

Tegakan. 

3. Permen LHK Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 

tentang Pentapan Harga Patokan hasil Hutan untuk 

Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi 

Tegakan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis 

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku pada Kementerian Kehutanan. 

 

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai 

Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1. Dokumen PKAPT N/A Berdasarkan dokumen RKUPHK-HTI PT Anugerah Rimba 

Makmur Periode 2011-2020 disebutkan bahwa hasil kayu akan 

digunakan sebagai bahan baku industri group yang akan 

dibangun, dengan demikian PT Anugerah Rimba Makmur tidak 

melaksanakan pengangkutan/ perdagangan kayu keluar Pulau. 

 

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera 

Indonesia dan memiliki izin yang sah 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.2. Dokumen yang 

menunjukkan identitas kapal. 

N/A Berdasarkan dokumen RKUPHK-HTI PT Anugerah Rimba 

Makmur Periode 2011-2020 disebutkan bahwa hasil kayu akan 

digunakan sebagai bahan baku industri group yang akan 

dibangun, dengan demikian PT Anugerah Rimba Makmur tidak 

melaksanakan pengangkutan/ perdagangan kayu keluar Pulau. 

 

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1. Tanda V-Legal yang 

dibubuhkan sesuai ketentuan. 

M PT Anugerah Rimba Makmur telah memiliki Sertifikat Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan nomor 022.SPHPL.019-

IDN yang berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 

sampai dengan 28 Desember 2022 oleh LPPHPL PT Trustindo 

Prima Karya. 

Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada label id barcode di bontos 
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kayu dan dokumen SKSHHK bertuliskan “Indonesian Legal 

Wood 022.SPHPL.019-IDN LPPHPL.019-IDN”. 

 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan 

yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. Dokumen 

AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL. 

M PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen Laporan Utama 

Andal, Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL) untuk areal seluas ± 49.555 Ha 

yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera 

Utara No. 660/3244.K/Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009. 

  

Indikator 4.1.2.: Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan 

tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL. M PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan 

Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu pada dokumen 

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan. 

Dapat diverifikasi keberadaan dokumen laporan pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada periode audit 

yaitu Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2017 dan 

Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I Tahun 2018 dan telah 

dilaporkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, KHP Wil. IX 

Mndailing Natal, dan BPHP Wil II Medan. Dapat diverifikasi 

bahwa laporan pelaksanaan RKL-RPL secara umum telah 

mencakup keseluruhan aspek kimia, biologi, dan sosial mengacu 

pada dokumen RKL-RPL yang telah disahkan. 

4.1.2.b. Bukti pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak penting aspek fisik kimia, 

biologi dan sosial. 

M Dapat diverifikasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan seperti yang telah termuat pada Laporan 

Pelaksanaan RPL-RPL Semester II Tahun 2017 dan Laporan 

Pelaksanaan RKL-RPL Semester I Tahun 2018, diataranya : 

- Pemantauan Debit di Sungai Batang Gadis  pada koordinta 

01º 06’ 11,0” N 99º 02’ 20,3” E. 

- Pengukuran Erosi Bekas Jalan Sarad di Petak dengan 

metode stik pada koordinat 01º 02’ 26,5” N 99º 09’ 25,8” E. 

- Pengukuran Curah Hujan di Base camp Eak Nabara. 

- Pemantauan bahaya kebakaran hutan dengan Menara Api 

pada koordinat  01º 02’ 50,63” N 99º 04’ 30,54” E. 

- Pengelolaan jenis dilindungi dengan pemasangan papan 
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himbauan lindungi flora dan faua. 

- Peningkatan dampak positif sosial berupa penyerapan 

tenaga kerja lokal dan bantuan sosial budaya dan 

keagamaan. 

- Perlindungan Hutan berupa peralatan pemadam kebakaran 

sebagai sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran. 

PRINSIP 5   : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. M PT Anugerah Rimba Makmur memiliki dokumen Standar 

Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) No. ARM-TU-001-PR tentang Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja.  

Terdapat Personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas 

K3 dibuktikan dengan adanya penunjukan melalui SK. Direktur 

No. 054/HTI-ARM/MADINA/XII/2018 tanggal 28 Juli 2018 tentang 

Pembentukan Team Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

Lingkungann Perusahaan PT Anugerah Rimba Makmur. 

5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3. M Pada PT Anugerah Rimba Makmur dapat diverifikasi tersedia 

peralatan K3 diantaranya : 

- Kotak P3K yang dapat diverifikasi keberadaanya sesuai 

dengan Daftar Peralatan K3. 

- APAR yang dapat diverifikasi keberadaanyasesuai dengan 

Daftar Peralatan K3. 

- APD berupa Sepatu Safety, Sepatu boot, Helm proyek, 

Rompi, Baju Pelampung, dan Sarung Tangan. 

- Jalur Evakuasi yang dapat diverifikasi di Basecamp Muara 

Tagelang. 

- Papan Himbauan Pemakaian APD dan mengutamakan K3.  

- Rambu jalan yang terpasang di jalan utama (main road)    

5.1.1. c. Catatan kecelakaan 

kerja. 

M PT Anugerah Rimba Makmur diverifikasi memiliki catatan 

kecelakaan kerja pada periode audit (Desember 2017 s.d. 

November 2018). Hasil verifikasi diketahui tidak terjadi 

kecelakaan kerja / NIHIL. 

 

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja. 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.1. Serikat pekerja atau 

kebijakan perusahaan (auditee) 

yang membolehkan untuk 

M Pada lingkungan karyawan PT Anugerah Rimba Makmur belum 

terbentuk Serikat Pekerja.  

PT Anugerah Rimba Makmur memiliki kebijakan yang 
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membentuk atau terlibat dalam 

kegiatan serikat pekerja. 

membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam 

serikat pekerja dibuktikan melalui SK Direktur Nomor 002/DIR-

ARM/INT/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Kebebasan 

Berserikat bagi Seluruh Karyawan. 

 

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang 

mengatur hak-hak pekerja 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.2. Ketersediaan Dokumen 

KKB atau PP 

M PT Anugerah Rimba Makmur memiliki Peraturan Perusahaan 

yang telah mengatur hak-hak karyawan. Dokumen Peraturan 

Perusahaan PT Anugerah Rimba Makmur Periode telah disahkan 

melalui SK. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor : 

183-6/DTK/2017 tanggal 14 Juli 2017. 

 

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.3. Pekerja yang masih di 

bawah umur 

M PT Anugerah Rimba Makmur tidak mempekerjakan karyawan 

dibawah umur (diluar ketentuan). Berdasarkan data Karyawan 

periode November 2018 diverifikasi memiliki jumlah karyawan 

sebanyak 80 Orang.  

Karyawan termuda lebih dari 18 tahun atas nama M. Rivandi 

yang lahir di Rantau Pulung, tanggal 03 Januari 2000 dengan 

posisi Satpam PH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trustindo Certification

F. NIIAIAKHIR KINEHJA PHPL PTANUGERAH RIMBA MAKMUR
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,PHrustindo Prima Karya

No. lndikator
Nilai $neria

lndikatorr
Nilai Ksng_tartgarrl

BoUet,tnOtkmr l' Nilai Kineria Maksimal lndikator

1. lndikator 1.1 Baik 3 3

2. lndikator 1.2 Baik 3 3

3. lndikator 1.3 Sedang 2 3

4. lndikator 1.4 Baik 3 3

5. lndikator 1.5 Sedang 2 3

6. lndikator 2,1 Sedang 2 3

7. lndikator 2.2 Buruk 1 3

8. lndikatqr 2.3 Sedang 2 3

L lndikator 2.4 Sedang 2 3

10. lndikator 2.5 Baik 3 3

11. lndikator 2.6 Buruk 1 3

12. lndikator 3.1 Sedang 2 3

13. lndikator 3.2 Sedang 2_ 3

14. Indikator 3.3 Sedang 2 3

15^ lndikator 3.4 Sedang 2 3

16. lndikator 3.5 Sedang 2 3

17. lndikator 3,6 Sedang 2 3

18. lndikator 4.1 Sedang 2 3

19. lndikator 4.2 Baik 2 3

20. lndikator 4.3 Sedang 2 3

21. lndikator 4.4 Baik 3 3

22. lndikator 4.5 Sedang 2 3

Jumlah I 66

Persentase z[8/06 
= zz,zg%" (sedang)

Kurnia
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